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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur
ke hadirat Allah SWT vyang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya,
penyelenggaraan  Sistem  Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP)
Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020
dapat disusun untuk memenuhi ketentuan
yang berlaku.

Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi
Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan
bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota
dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam
Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban  (akuntabilitas) kinerja berupa informasi kinerja
berdasarkan perencanaan kinerja startegis dan perencanaan kinerja tahunan
yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun. Keberhasilan
dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai evaluasi
untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna,
untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun
mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan
dalam memperbaiki kinerja kedepan, baik dari aspek-aspek perencanaan,
pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Besar harapan kami
bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh ini dapat memberikan



manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun
evaluasi kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh

Atas peran aktif segenap jajaran aparat Pemerintah Daerah dalam
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dukungan
instansi lain serta masyarakat sehingga terlaksananya hasil evaluasi kinerja
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
atas penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh, kami
mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, Maret 2021

‘WANKOTA BANDA ACEH

k H. AMINUL[AH,USMAN, SE.AK, MM




IKHTISAR

EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) Kota Banda Aceh tahun
2020 merupakan bukti kinerja Pemerintah Kota banda Aceh yang dilaksanakan
selama Tahun 2020 dengan memperlihatkan capaian kinerja yang telah
ditargetkan di dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda
Tahun 2020 melalui pemanfaatan anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banda Aceh. Selain
sebagai sarana penyampaian pertanggung jawaban Kinerja Pemerintah Kota
Banda Aceh kepada seluruh stakeholders, LKjIP Kota Banda Aceh Tahun 2020
menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai input bagi perencanaan
kinerja Tahun 2021.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh diukur berdasarkan
penilaian terhadap indikator kinerja sasaran strategis yang disusun sebagai
mana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Penilaian dilakukan dengan
membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Keberhasilan
pencapaian target kinerja menjadi tolok ukur dari keberhasilan pembangunan di
Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh dari hasil analisis isu-isu strategis
menghasilkan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis atau Indikator
Kinerja Utama (IKU). Indikator-indikator ini ditetapkan pada setiap Misi, Tujuan
dan Sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh. Misi Pertama: “Meningkatkan
Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Penguatan Aqidah, Syariah dan
Akhlak”, ditetapkan dengan satu tujuan, satu sasaran dan satu indikator. Misi
Kedua: “Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga”, ditetapkan dengan satu tujuan, satu sasaran dan satu
indikator. Misi Ketiga: “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata
dan Kesejahteraan Masyarakat”, terdapat satu tujuan, satu sasaran dan tiga
indikator. Misi Keempat: “Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat”,
ditetapkan dengan satu tujuan, satu sasaran dan satu indikator. Misi Kelima:

“‘Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerinahan Yang Baik”, ditetapkan



dengan satu tujuan, satu sasaran dan satu indikator. Misi Keenam:
‘“Membangun Infrastuktur Kota Yang Ramah Lingkungan dan
Berkelanjutan”, ditetapkan dengan satu tujuan, satu sasaran dan satu
indikator. Misi ketujuh: “Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak”, terdapat satu tujuan, satu sasaran dan dua
indikator. ini merupakan wujud untuk mencapai Visi: Terwujudnya Kota Banda
Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah.
Gambar 1

capaian Kinerja Per Misi Tahun 2020
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*) capaian pada Misi keenam telah dicapai dengan maksimal, hal ini dapat dilihat pada
pencapaian program dan kegiatan serta indikator infrastruktur yang ada pada Organisasi
Perangkat Daerah (IKU OPD), capian kinerja pada Misi keenam adalah Indek Infrastruktur
Kota Layak Huni namun tahun 2020 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan
pandemi covid-19, survei dilaksanakan oleh pihak Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)
untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif dan Pemerintah Kota Banda Aceh telah menjalin
kerjasama dengan pihak IAP namun pandemi covid-19 menghambat pelaksanaan kegiatan
tersebut.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh per Misi secara
keseluruhan dikategorikan Sangat Tinggi ini dilihat dari dasil perhitungan rata-
rata capaian per Misi, pencapaian kinerja pada Misi Pertama adalah 100,29%,
Misi Kedua sebesar 123,64%, Misi Ketiga sebesar 296,44%, Misi Keempat
Sebesar 70%. Misi Kelima sebesar 108,11%, Misi Keenam sebesar 0%, Misi

Ketuju sebesar 114,26% dan dengan Jumlah keseluruhan nilai rata-rata



capaian sebesar 116,10%, dan untuk misi-misi yang hasil capainnya lebih dari
100% dikarenakan realisasi melebihi target yang telah ditentukan.

Dilihat dari hasil pencapain kinerja secara keseluruhan pencapaian
pada Misi Ketiga: “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan
Kesejahteraan Masyarakat” merupakan vyang tertinggi. Sedangkan
pencapaian kinerja pada Misi Keenam: “Membangun Infrastuktur Kota Yang
Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan” merupakan yang terendah.

Grafik 2

capaian Kinerja Per Sasaran Tahun 2020
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*) capaian pada Sasaran keenam telah dicapai dengan maksimal, hal ini dapat dilihat pada
pencapaian program dan kegiatan serta indikator infrastruktur yang ada pada Organisasi
Perangkat Daerah (IKU OPD), capian kinerja pada Sasaran keenam adalah Indek
Infrastruktur Kota Layak Huni namun tahun 2020 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan
dikarenakan pandemi covid-19, survei dilaksanakan oleh pihak Ikatan Ahli Perencanaan
Indonesia (IAP) untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif dan Pemerintah Kota Banda
Aceh telah menjalin kerjasama dengan pihak IAP namun pandemi covid-19 menghambat
pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja indiaktor terhadap target yang
ditetapkan, rata-rata capaian kinerja Tahun 2020 mencapai 116,10%,
terdapat 5 (lima) sasaran strategis dengan pencapian diatas 100% dan
capaiannya paling tinggi Sasaran Ketiga yaitu: “Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat” dengan capaian 296,44%. Sedangkan untuk capaian indikator
kinerja Tahun 2020 terdapat 5 (lima) indikator capain kinerjanya jauh melebihi

target yang ditetapkan dan 5 (lima) indikator belum mencapain target yang



ditentukan. Dilihat dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 60%
atau 6 (enam) indikator dicapai dengan kategori Sangat Tinggi serta 20% atau
2 (dua) indikator dicapai dengan kategori Sedang dan 20% atau 2 (dua)
indikator dengan kategori Sangat Rendah.

Penyelenggaraan kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020,
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota
Banda Aceh Tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp. 1,303,472,173,205.00
dengan Realisasi pendapatan Rp. 1,228,456,260,877.79 Anggaran belanja
sebesar Rp. 1,371,173,195,544.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.
1,251,360,137,222.23 atau 91,26% dari anggaran yang dialokasikan dan

efisiensi anggaran dengan status efisien.

Vi
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1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai wujud
pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggraan pemerintahan
berisikan rencana kinerja dan capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020 merupakan capaian kinerja tahun

ketiga dari RPJM periode 2017-2020. Setiap instansi pemerintah mempunyai

kewajiban melaporkan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banda

Aceh sebagai Berikut :

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh;

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

(4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

(5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

(6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022,

sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
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(7) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang ditetapkan dalam
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Kota Tahun 2020;dan

(8) Perjanjian Kinerja (PK) Walikota Banda Aceh Tahun 2020.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas,
transparan dan akuntabel,

2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian target
sasaran selama Tahun Anggaran 2020dicerminkan dari hasil pencapaian
kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perncanaan, pengukuran,
pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh selama Tahun
Anggaran 2020 yang merupakan tahun keempat RPJMD Priode 2017-2022;

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh
ditahun 2020 dan untuk bahan acuan perbaikan serta peningkatan kinerja
ditahun berikutnya;

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Banda

Aceh dengan menerapkan asas transparansi, sistematik dan akuntabel.

Tabel 1. 1. Visi, Misi dan Sasaran Daerah

VISI MISI SASARAN DAERAH
Terwujudnya Kota |1. Meningkatkan Pelaksanaan Meningkatnya
Banda Aceh Syariat Islam dalam Bidang kesadaran masyarakat
Gemilang dalam Penguatan Agidah, Syariah, | dalam penerapan
Bingkai Syariah dan Akhlak syariat Islam
2. Meningkatkan Kualitas Terpenuhinya
Pendidikan, Kebudayaan, Standar Nasional
Kepemudaan dan Olahraga Pendidikan (SNP)
pada setiap jenjang
pendidikan
3. Meningkatkan Pertumbuhan Peningkatan
Ekonomi, Pariwisata dan kesejahteraan
Kesejahteraan Masyarakat masyarakat
4. Meningkatkan Kualitas Meningkatnya Indeks
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Kesehatan Masyarakat

Keluarga Sehat

Meningkatkan Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan yang
Baik

Terwujudnya Kota
Banda Aceh sebagai
Kota Ramah Birokrasi

Membangun Infrastruktur
Kota Yang Ramah

Peningkatan sarana
dan prasarana yang

Lingkungan dan mendukung
Berkelanjutan pencapaian Kota
Layak Huni
7. Memperkuat Upaya Pemerataan
Pemberdayaan Perempuan pembangunan
dan Perlindungan Anak berbasis gender dan
ramah anak

1.3 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1.3.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Banda
Aceh
Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki kewenangan dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah, sesuai

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya,
penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah
kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh
daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah
terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan

dengan nomenklatur sebagaimana tersaji pada Tabel 1.2:

Tabel 1.2
Urusan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

A | URUSAN WAJIB

| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

1 | Pendidikan

2 | Kesehatan

3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

6 | Sosial

Il | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Tenaga Kerja

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pangan

Pertanahan

Lingkungan hidup

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

O| O N O O | W| N

Perhubungan

10 | Komunikasi dan informatika

11 | Koperasi, usaha kecil, dan menengah

12 | Penanaman modal

13 | Kepemudaan dan olah raga

14 | Statistik

15 | Persandian

16 | Kebudayaan.

17 | Perpustakaan

18 | Kearsipan.

B | URUSAN PILIHAN

1 Kelautan dan perikanan

Pariwisata

Pertanian

Kehutanan

Energi dan sumber daya mineral

Perdagangan

Perindustrian

N OO B~ WDN

Transmigrasi

Disamping itu juga melakukan urusan pemerintahan umum dan tugas

pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Kota Banda Aceh.
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1.3.2 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Banda Aceh yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap penataan
perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Berlandaskan
Peraturan tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penyesuaian
kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota
Banda Aceh dengan memperhatikan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (right
sizing) berdasarkan beban kerja sesuai denga kondisi nyata, dan hal ini sejalan
dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional.

Pembentukan Organisai Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kota Banda Aceh ditetapkan dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dengan asas
efesiensi, efektifitas dengan pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja
yang jelas fleksibilitas, urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
dan intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah sesuai amanah Konstitusi
pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh sesuai Qanun Nomor 11

Tahun 2016 berjumlah 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah tersaji pada Gambar
1.1
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Gambar 1.1
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh
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Perangkat daerah kota yang menyelenggarakan keistimewaan Aceh

| PELAYANANTERFADU SATU PINTU

bidang pelaksanaan Syari’at Islam, Pendidikan, Adat serta Peran Ulama sesuai

Qanun Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terdiri dari :

1. Dinas Syari’at Islam, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang
kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari’at Islam;

2. Dinas Pendidikan Dayah, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang
pembinaan pendidikan Agama Islam;

3. Dinas Pertanahan, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang
pelayanan Pertanahan;

4. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, menyelenggarakan Urusan
Pemerintah bidang peran ulama dalam penetapan kebijakan kota;

5. Sekretariat Majelis Adat Aceh, menyelenggarakan Urusan Pemerintah
bidang kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;

6. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota, menyelenggarakan Urusan
Pemerintah bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi
muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam;dan

7. Sekretariat Baitul Mal Kota, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang

,,. -




Di samping
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pengelolaan Zakat, harta wakaf, dan harta agama.
itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada

perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD
Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020 sebanyak 25 UPTD sebagaimana

tersaji pada Tabel 1.3:

Tabel 1.3
Urusan Pelaksana Teknis Daerah
Pemerintah Kota Banda Aceh

Penanggungjawab

NO Unit Pelaksana Teknis Daerah

1. | UPTD Sanggar Teknologi Komunikasi dan
Informasi Pendidikan (Tekkomdik) Dinas Pendidikan dan
2. |UPTD Satuan Pendidikan Non Formal | Kebudayaan
(SPNF)
3. | UPTD Instalasi Farmasi
4. | Puskesmas Meuraxa
5. | Puskesmas Jaya Baru
6. | Puskesmas Banda Raya
7. | Puskesmas Baiturrahman
8. | Puskesmas Batoh Dinas Kesehatan
9. | Puskesmas Kuta Alam
10. | Puskesmas Lampulo
11. | Puskesmas Lampaseh Kota
12. | Puskesmas Kopelma Darussalam
13. | Puskesmas Jeulingke
14. | Puskesmas Ulee Kareng
15. | UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa | Dinas Perumahan Rakyat
(Rusunawa) dan Kawasan Permukiman
16. | UPTD Lembaga Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Dinas Sosial
Berhadapan Dengan Hukum (LPKS ABH)
NIRMALA
17. | UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja
18. | UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pangan, Pertanian,
Kelautan dan Perikanan
19. | UPTD Pelabuhan
20. | UPTD Pengujian Kenderaan Bermotor Dinas Perhubungan
21. | UPTD Terminal
22. | UPTD Pasar Dinas Koperasi, UKM dan
23. | UPTD Metrologi Legal Perdagangan
24. | UPTD Sistem Informasi Geografis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
25. | UPTD Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Badan Pengelolaan
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Keuangan Kota
(PPB dan BPHTB)
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Berdasarkan Perangkat Daerah dan UPTD yang dibentuk terdapat
satuan organisasi atau jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Banda
Aceh Tahun 2020 sebanyak 654 jabatan struktural, sebagaimana tersaji pada
Tabel 1.4:

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh

‘ \[o} Eselon ‘ Jumlah ‘

1 | Eselon lla 1

2 | Eselon lib 27
3 | Eselonllla 57
4 | Eselon llib 106
5 | Eselon Iva 414
6 | Eselon IVb 42
7 | Eselon Va 7

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kota Banda Aceh yang ditempatkan pada perangkat daerah per 31 Desember
2020 sebanyak 4.272 Orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Grafik 1.1
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
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2. Berdasarkan Golongan

Grafik 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
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Grafik 1.2
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1.5 Isu Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau
diutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah kerena dampaknya
yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendesak, mendasar, dan
menetukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa
yang akan datang.

Beberapa isu strategis atau permasalahan yang behubungan dengan
prioritas pembangunan daerah tahun 2020, yang dituangkan di dalam Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 adalah sebagai
berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin Perkotaan

2. Menguatkan Ekonomi dan Kemitraan Keluarga dalam Bidang
Kepariwisataan

Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Mitigasi Bencana

2

Membangun Berbasis Kependudukan dan Gender

1.6 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota
Banda Aceh Tahun 2020 terdiri dari 4 (Empat) Bab yaitu :

BAB |. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, Visi Misi dan Sasaran Daerah, Gambaran Umum
Organisasi Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Perangkat daerah, Sumber
Daya Manusia, Anggaran dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Kota

Banda Aceh serta Sistematika Penyusunan.

BAB Il. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang

mendasarkan pada dokumen perencanaan.
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BAB Ill. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020.
Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi pembandingan antara
target dan realisasi kinerja tahun 2020. Analisis capaian kinerja tahun 2020
antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator realisasi
kinerja tahun 2020 dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan,
hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang

diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP
Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh

dalam kurun waktu tahun 2020 dan daftar penghargaan yang didapat
Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020.
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Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Banda Aceh dalam
melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu
selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Banda
Aceh Tahun 2017-2022. RPJMD secara garis bedar memuat visi, misi, tujuan

dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

VISI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017-2022 J

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai
pasangan H. AMINULLAH USMAN, SE.Ak, MM (Walikota) dan Drs. ZAINAL
ARIFIN (Wakil Walikota) ingin membawa KOTA BANDA ACEH dengan visi :

ﬁ %
“TERWUJUDNYA KOTA BANDA ACEH

GEMILANG DALAM BINGKAI SYARIAH”

Gemilang adalah menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan
terpandang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju
kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah
adalah Mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai
Syariat Islam.

Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah serta indikator dan target

disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:
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Tabel 2.1
Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah
beserta Indikator dan Target Selama 5 (Lima) Tahun

Misi 1 : Meningkatkan |Terwujudnya nilai-nilai | Indek Kota Indeks 65 70 75 80 85
Pelaksanaan Syariat Islami dalam seluruh | Syariah Kota|
Islam dalam Bidang aspek kehidupan warga | Banda Aceh
Agidah, Syariah, dan Kota Banda Aceh
Akhlak
Misi 2 : Meningkatkan |Mewujudkan pendidikan | Persentase % 70 72 75 77 80
Kualitas Pendidikan, kota Banda Aceh vyang |Indikator SNP
Kebudayaan, bermutu, berdaya saing, |yang telah
Kepemudaan dan berkarakter Islami dan |dipenuhi Sekolah
Olahraga berprestasi
Misi 3 : Meningkatkan  |Mewujudkan Angka Jiwa 18.621 | 18.531 |18.442|18.352(18.263
Pertumbuhan Ekonomi, |pertumbuhan  ekonomi | Kemiskinan
Pariwisata dan yang inklusive  dan [ 735 695 | 655 | 6.08 | 5.68
Kesejahteraan berkelanjutan Tingkat % ' ' ' ' '
Masyarakat Pengangguran
Terbuka
Persentase % 15 25 50 75 100
Peningkatan Nilai
Investasi
Misi 4 : Meningkatkan |Meningkatkan  kualitas | Persentasen Indeks 05 06 0,7 08 0,9
Kualitas Kesehatan kesehatan masyarakat Indikator Kota
Masyarakat Sehat yang
terpenuhi
Misi 5 : Meningkatkan  |Mewujudkan tata kelola |Indek Kepuasan | Indeks 70 75 80 85 90
Kualitas Tata Kelola pemerintahan yang baik | Masyarakat (IKM)
Pemerintahan yang
Baik
Misi 6 : Membangun Meningkatkan  kualitas | Indeks Indeks | 61,40 | 61,90 | 62,40 | 62,90 | 63,40
Infrastruktur Kota Yang |dan kuantitas sarana | Insfrastruktur
Ramah Lingkungan dan [serta prasarana kota | Kota Layak Huni
Berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan dan
berkesinambungan
Misi 7 : Memperkuat Meningkatkan  kualitas | Indek % 95,66 96,02 | 96,38 | 96,74 | 97,10
Upaya Pemberdayaan |hidup perempuan anak | Pembagunan
Perempuan dan serta pengendalian | Gender (IPG)
Perlindungan Anak penduduk
Persentase % 53 56 59 62 65
Indikator
Kota Layak Anak
yang
Dipenuhi
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Penyusunan Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda
Aceh Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang mengacu kepada
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota banda Aceh 2017-2022,
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 97 tahun 2020 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020, Keputusan
Walikota Banda Aceh Nomor 442 tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan
Indikator Kinerja (IKU) Pemerintah Kota Banda Aceh. Target Kinerja adalah
presentasi nilai yang dicapai selama tahun berjalan. Target Kinerja pada
sasaran strategis menjadi hal penting dalam mengukur keberhasilan organisasi

di dalam upayah mencapai visi misi.

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun dan berdasarkan pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Rl Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kota Banda Aceh Tahun 2020,
serta dokumen anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banda
Aceh Tahun 2020. Tema atau fokus pembangunan Kota banda Aceh Tahun
2020 adalah: “Penguatan Kemitraan Keluarga, Satuan Pendidikan dan
Masyarakat”. Selanjutnya dijadikan acuan dalam penyususunan perjanjian

kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh

Walikota Banda Aceh. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun
2020 tersaji pada Tabel 2.2:
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Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020

(1) @) (3) (4) ®)
Misi 1 Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Penguatan
Agidah, Syariah dan Akhlak
1 | Terwujudnya nilai - nilai| Meningkatnya Indeks Kota 75%
Islami dalam seluruh kesadaran Syariah Kota
aspek kehidupan warga| masyarakat dalam Banda Aceh
Kota Banda Aceh penerapan syariat
Islam
OPD Penangungjawab : Dinas Syaria’at Islam,
OPD Pendukung : Dinas Pendidkan Dayah, Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh.
Misi 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga
2 | Mewujudkan Terpenuhinya Persentase 75%
pendidikan Kota Banda | Standar Nasional Indikator SNP
Aceh yang bermutu, Pendidikan (SNP) yang telah
berdaya saing, pada setiap jenjang | dipenuhi
berkarakter Islami dan | pendidikan Sekolah
berprestasi
OPD Penangungjawab : Dinas Pendidikan Kebudayaan,
OPD Pendukung : Dinas Perpustakaan & Kearsipan, Dinas Pendidkan
Dayah, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
Misi 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan
Masyarakat
3 | Mewujudkan Peningkatan Angka 18.442
pertumbuhan ekonomi | kesejahteraan Kemiskinan Jiwa
yang inklusive dan masyarakat Tingkat 6,55%
Berkelanjutan Pengangguran
Terbuka
Persentase 25%

Peningkatan
Nilai Investasi

OPD Penangungjawab : Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

OPD Pendukung : Sekretariat Baitul Mal, Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah & Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
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Misi 4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

4 | Meningkatkan status Meningkatnya Indeks| Persentase 0,7
kesehatan masyarakat | Keluarga Sehat Indikator Kota
Sehat yang
terpenuhi

OPD Penangungjawab : Dinas Kesehatan
OPD Pendukung : Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa

Misi 5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerinahan Yang Baik

5 | Mewujudkan tata kelola| Terwujudnya Kota Indeks 80%
pemerintahan yang Banda Aceh sebagai | Kepuasan
baik Kota Ramah Masyarakat
Birokrasi (IKM)

OPD Penangungjawab : Sekretariat Daerah

OPD Pendukung : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Sekretariat DPRK, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong,
Inspektorat, Satpol PP & WH, Kecamatan

Misi 6. Membangun Infrastuktur Kota Yang Ramah Lingkungan dan
Berkelanjutan

6 | Meningkatkan kualitas | Peningkatan sarana | Indeks 62,40%
dan kuantitas sarana | dan prasarana yang | Infrastruktur
serta prasarana kota mendukung Kota Layak
yang berwawasan pencapaian Kota Huni
lingkungan dan Layak Huni
berkesinambungan

OPD Penangungjawab : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,

OPD Pendukung : Sekretariat Daerah, Dinas Lingungan Hidup,
Kebersihan dan Keindahan Kota, Badan Pengelola Keuangan Daerah,
Dinas Perhubungsn,Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Misi 7. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak
7 | Meningkatkan kualitas | Pemerataan Indeks 96,38%
hidup perempuan dan | pembangunan Pembangunan
anak serta berbasis gender dan | Gender (IPG)
pengendalian ramah anak Persentase 59%
penduduk Indikator Kota
Layak Anak
yang dipenuhi

OPD Penangungjawab : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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2.2 Program dan Anggran Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2020 untuk
mendukung capaian sasaran pada tahun 2020 tersaji pada Tabel 2.3:

Tabel 2.3
Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Pemerintah

Kota Banda Aceh Tahun 2020

NO | PROGRAM ANGGARAN

1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. | 119,520,774,513
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. | 41,332,581,526
Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 1,697,212,500
4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Rp. 700,403,000
Aparatur
5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Rp. 481,179,280
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6 | Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 6,088,447,100
7 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Rp. | 60,471,761,703
Sembilan Tahun
8 | Program Pendidikan Menengah Rp. 6,703,446
9 | Program Pendidikan Non Formal Rp. 6,926,753,383
10 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Rp. 2,381,616,500
Tenaga Kependidikan
11 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp. 799,947,500
12 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 524,706,888
13 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. | 23,681,751,657
14 | Program Promosi Kesehatan dan Rp. 929,251,389
Pemberdayaan masyarakat
15 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 271,496,685
16 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 1,238,988,284
17 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Rp. 4,925,763,393
Penyakit Menular
18 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 1,390,932,912
19 | Program pengadaan, peningkatan dan Rp. 9,887,818,178
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
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20 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan Rp. | 37,253,973,788
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata

21 | Program Kemitraan peningkatan pelayanan Rp. 42,021,500
Kesehatan

22 | Program peningkatan pelayanan kesehatan Rp. 35,412,780
anak balita

23 | Program peningkatan pelayanan kesehatan Rp. 57,539,862
lansia

24 | Program peningkatan keselamatan ibu Rp. 1,614,534,485
melahirkan dan anak

25 | Program Sistem Informasi Kesehatan 137,777,057

26 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rp. | 74,257,107,907
Kesehatan di Rumah Sakit

27 | Program Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan | Rp. 531,007,453
Imunisasi

28 | Program Penyakit Tidak Menular 86,590,900

29 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp. | 18,081,598,769

30 | Program Pembangunan saluran Rp. | 19,568,031,346
drainase/gorong-gorong

31 | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Rp. | 33,860,027,600
Jembatan

32 | Program peningkatan sarana dan prasarana Rp. 6,000,000
kebinamargaan

33 | Program pengembangan kinerja pengelolaan air | Rp. | 37,183,183,808
minum dan air limbah

34 | Program pengendalian banijir Rp. 394,125,000

35 | Program Pengembangan Perumahan Rp. | 15,130,335,414

36 | Program peningkatan kesiagaan dan Rp. 2,461,849,553
pencegahan bahaya kebakaran

37 | Program Peningkatan Susunan Tata Ruang dan | Rp. | 31,789,510,250
Tata Bangunan

38 | Program Pemanfaatan Ruang Rp. 258,500,000

39 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 634,222,987

40 | Program Pengembangan data/informasi Rp. 823,808,940

41 | Program Kerjasama Pembangunan Rp. 222,753,515

42 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah | Rp. 142,625,874

Strategis dan cepat tumbuh
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43 | Program Perencanaan Pengembangan Kota- Rp. 748,441,790
kota menengah dan besar

44 | Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 564,322,277

45 | Program perencanaan pembangunan ekonomi Rp. 66,665,080

46 | Program Perencanaan Pembagunan Sosial Rp. 521,690
Budaya

47 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas | Rp. 377,550,000
Perhubungan

48 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rp. 753,800,000
Prasarana dan Fasilitas LLAJ

49 | Program peningkatan pelayanan angkutan Rp. 1,747,044,500

50 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana | Rp. 372,650,000
Perhubungan

51 | Program pengendalian dan pengamanan lalu Rp. 7,869,160,500
lintas

52 | Program peningkatan kelaikan pengoperasian Rp. 151,050,000
kendaraan bermotor

53 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Rp. 6,986,699,190
Persampahan

54 | Program Pengendalian Pencemaran dan Rp. 261,029,200
Perusakan Lingkungan Hidup

55 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Rp. 76,118,840
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup

56 | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau Rp. | 10,431,736,234
(RTH)

57 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Rp. 1,206,266,950

58 | Program keserasian kebijakan peningkatan Rp. 58,899,200
kualitas Anak dan Perempuan

59 | Program Penguatan Kelembagaan Rp. 1,978,432,630
Pengarusutamaan Gender dan Anak

60 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Rp. 30,400,000
Perlindungan Perempuan

61 | Program Peningkatan peran serta dan Rp. 90,984,500
kesetaraan jender dalam pembangunan

62 | Program Keluarga Berencana Rp. 3,139,742,000

63 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Rp. 116,551,150
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya

64 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Rp. 1,751,177,849
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Kesejahteraan Sosial

65 | Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Rp. 268,786,000

66 | Program pembinaan eks penyandang penyakit Rp. 1,500,000,000
sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)

67 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas | Rp. 1,208,840,000
Tenaga Kerja

68 | Program Perlindungan Pengembangan Rp. 67,425,000
Lembaga Ketenagakerjaan

69 | Program penciptaan iklim Usaha Kecil Rp. | 13,742,318,250
Menengah yang kondusif

70 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Rp. 10,625,000
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

71 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Rp. 326,250,000
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

72 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Rp. 52,004,050
Koperasi

73 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Rp. 377,202,000
Investasi

74 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Rp. 82,674,775
Realisasi Investasi

75 | Program Pengembangan Nilai Budaya Rp. 19,825,250

76 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp. 1,702,197,800

77 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp. 100,533,750

78 | Program Pengembangan dan Keserasian Rp. 1,161,000,000
Kebijakan Pemuda

79 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | Rp. 84,989,000

80 | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Rp. 4,012,972,000
Olahraga

81 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. | 12,311,769,998
Olahraga

82 | Program peningkatan keamanan dan Rp. 634,884,000
kenyamanan lingkungan

83 | Program pemeliharaan kantrantibomas dan Rp. 546,546,625
pencegahan tindak criminal

84 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Rp. 533,880,200

85 | Program peningkatan pemberantasan penyakit Rp. 453,572,500
masyarakat (pekat)

86 | Program pendidikan politik masyarakat Rp. 35,722,600
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87 | Program pencegahan dini dan penanggulangan | Rp. 7,508,374,500
korban bencana alam

88 | Program Pengembangan Budaya dan Etika Rp. 30,832,400
Politik

89 | Program Pembinaan Partai Politik dan Pemilu Rp. 48,080,500

90 | Program Pemberdayaan Organisasi Rp. 48,500,000
Kemasyarakatan Dalam Pembangunan

91 | Program peningkatan kapasitas lembaga Rp. | 11,845,972,800
perwakilan rakyat daerah

92 | Program peningkatan pelayanan kedinasan Rp. 1,326,500,000
kepala daerah/ wakil kepala daerah

93 | Program peningkatan dan Pengembangan Rp. | 12,744,253,800
pengelolaan keuangan daerah

94 | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Rp. 73,135,000
keuangan desa

95 | Program peningkatan sistem pengawasan Rp. 2,445,501,131
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH

96 | Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Rp. 41,890,000
pemeriksa dan aparatur pengawasan

97 | Program Penataan dan Penyempurnaan Rp. 93,828,725
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

98 | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Rp. 3,876,462,584
informasi

99 | Program Penataan Peraturan Perundang- Rp. 243,048,350
undangan

100 | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan | Rp. 1,943,397,052
Kecamatan

101 | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Rp. 2,160,930,075
Daerah

102 | Program Pengembangan dan Pembangunan Rp. 563,097,950
Perekonomian Daerah

103 | Program Pendidikan Kedinasan Rp. 26,457,410

104 | Program peningkatan kapasitas sumberdaya Rp. 1,456,205,000
aparatur

105 | Program Pembinaan dan Pengembangan Rp. 2,900,272,650
Aparatur

106 | Program Pengembangan Kapasitas Rp. 468,860,110
Pemerintahan Kota

107 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rp. 560,636,850
pertanian/perkebunan

108 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Rp. 376,758,280

Pedesaan
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109 | Program pengembangan lembaga ekonomi Rp. 64,178,875
pedesaan

110 | Program peningkatan partisipasi masyarakat Rp. 868,033,015
dalam membangun desa

111 | Program peningkatan kapasitas aparatur Rp. 1,656,082,770
pemerintah desa

112 | Program Fasilitas Pendapatan dan Kekayaan Rp. 31,682,050
Gampong

113 | Program Pengembangan Rp. 32,283,930
Data/Informasi/Statistik Daerah

114 | Program penyelamatan dan pelestarian Rp. 23,481,256
dokumen/arsip daerah

115 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi | Rp. 3,144,139,062
dan Media Massa

116 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Rp. 5,710,056,150

117 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Rp. 18,428,294
Pembinaan Perpustakaan

118 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Rp. 408,872,710
Pertanian/Perkebunan

119 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Rp. 38,573,925
Penyakit Ternak

120 | Program Peningkatan Produksi Hasil Rp. 1,361,853,380
Peternakan

121 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Rp. 165,966,930
Produksi Peternakan

122 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Rp. 1,151,297,750

123 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp. 3,955,403,100

124 | Program Pengembangan Kemitraan Rp. 547,343,750

125 | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Rp. 2,193,129,000
Pesisir

126 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan Rp. 2,841,717,810

127 | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Rp. 448,840,170
Pemasaran Produksi Perikanan

128 | Program Perlindungan Konsumen dan Rp. 3,579,113,193
Pengamanan Perdagangan

129 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Rp. 390,846,300
Dalam Negri

130 | Program Peningkatan Pelayanan Pasar Rp. 7,808,046,569

131 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Rp. 2,540,071,860

Menengah
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132 | Program Pembinaan dan Pengembangan Rp. 2,784,289,725
Syariat Islam

133 | Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran | Rp. 312,380,700
Ulama

134 | Program Penelitian dan Pengembangan Syariat | Rp. 568,689,805
Islam

135 | Program Penyemarakan Syiar Islam Rp. | 23,953,997,975

136 | Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Rp. 71,245,625
Kader Dakwah

137 | Program Pemberdayaan Sarana Ibadah Rp. 3,268,545,500

138 | Program Pembinaan Agidah Ummat Rp. 69,401,000

139 | Program Penyuluhan Agama Islam dan Rp. 215,423,000
Sosialisasi Qanun

140 | Program Pembinaan Fardhu Kifayah Rp. 422,300,000

141 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat | Rp. 150,000,000
Aceh

142 | Program Pengelolaan dan Pembinaan Rp. 122,467,475
Manajemen Dayah/Pesantren

143 | Program Pemberdayaan Santri/Guru Rp. 1,284,932,956
Dayah/Pesantren

144 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 5,019,302,500
Dayah/Pesantren

145 | Program Pengembangan Ukhwabh Islamiah Rp. 62,697,199

146 | Program Eksistensi Umara dan Ulama Rp. 31,880,401

2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Indikator kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh tercantum dalam
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 telah dilakukan
perubahan sesuai dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 442 Tahun
2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di lingkungan Pemerintah

Kota Banda Aceh. Adapun Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota
Banda Aceh Tahun 2020 tersaji pada Tabel 2.4:
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Tabel 2.4
Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Indikator Kinerja

\[e} Sasaran

Target |

Meningkatnya kesadaran Indeks Kota Syariah Kota 75%
masyarakat dalam Banda Aceh
penerapan syariat Islam
Terpenuhinya Standar Persentase Indikator SNP yang 75%
Nasional Pendidikan telah dipenuhi Sekolah
(SNP) pada setiap jenjang
pendidikan
Peningkatan kesejahteraan 1) Angka kemiskinan 18.442
masyarakat

2) Tingkat Pengangguran 6,55%

Terbuka
3) Persentase peningkatan 50%
nilai investasi

Meningkatnya Indeks Persentase Indikator Kota 0,7%
Keluarga Sehat Sehat yang terpenuhi
Terwujudnya Kota Banda Indeks Kepuasan Masyarakat 80%
Aceh sebagai Kota Ramah | (IKM)
Birokrasi
Peningkatan sarana dan Indeks Infastruktur Kota Layak | 62,40%
prasarana yang Huni
mendukung pencapaian
Kota Layak Huni
Pemerataan pembangunan | 1) Indeks Pembangunan 96,38%
berbasis gender dan ramah Gender (IPG)
anak

2) Persentase Indikator Kota 59%

layak anak yang dipenuhi
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3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan
terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran
kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam kurun waktu
tertentu dan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai masukan
untuk perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang. Sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pengukuran kinerja dengan
membandingkan antara realisasi dan rencana atau target yang ditetapkan,
dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagaimana tersaji dalam
Tabel 3.1:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
Skala Nilai Realisasi Kinerja | Kategori Penilaian Realisasi Kinerja

1. 91% <100% Sangat Tinggi
2. 76% < 90% Tinggi
3. 66% =< 75% Sedang
4 51% < 65% Rendah
5. <50% Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020
Jumlah [Rata-rata 0s/d 55s/d >75s/d

Sasaran Indikator| Capaian <55 75 100 >100

(%)
1 Meningkatnya kesadaran 1 100,29 Sangat
masyarakat dalam  penerapan Tinggi

syariat Islam




Terpenuhinya  Standar Nasional
Pendidikan  (SNP) pada setiap
jenjang pendidikan

Peningkatan kesejahteraan
masyarakat

Meningkatnya Indeks Keluarga
Sehat

Terwujudnya Kota Banda Aceh
sebagai Kota Ramah Birokrasi

Peningkatan sarana dan prasarana
yang mendukung pencapaian Kota
Layak Huni

Pemerataan pembangunan
berbasis gender dan ramah anak

JUMLAH
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123,64 Sangat
Tinggi
296,44 Sangat
Tinggi
70 Sedang
108,11 Sangat
Tinggi
0 Sangat
Rendah
114,26 Sangat
Tinggi
116,10

Dari hasil analisis terhadap 7 sasaran yang mencakup 10 indikator

sasaran, dapat diketahui bahwa dari 7 sasaran kinerja mendapat predikat
sangat tinggi 5 sasaran, mendapat prediket sedang 1 sasaran dan predikat
sangat rendah 1 sasaran. Pencapaian kinerja 7 sasaran tersebut,
dikelompokkan sesuai predikat kinerja tersaji dalam Tabel 3.3:

Tabel 3.3

Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah
Kota Banda Aceh Tahun 2020

Predikat Kinerja

Jumlah Sasaran

Sangat Tinggi
Tinggi

Sedang
Rendah
Sangat Rendah

ga b~ W N P

Jumlah

5 71,42
1 14,29
14,29




Analisis capaian kinerja dari 7 (tujuh) sasaran strategis Pemerintah
Kota Banda Aceh pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

3.1.1  Analisis Kinerja Sasaran 1 : “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat

dalam Penerapan Syariat Islam”

Hukum cambuk pasangan gay Penyerahan tongkat kepada algojo
Sebelum hukum cambuk

Gambar 3.1 Kegiatan Penegakan Syaraiat Islam di Kota Banda Aceh

Sasaran Strategis 1 merupakan salah satu upaya pencapaian misi
pertama yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 vyaitu “Meningkatkan
Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Agidah, Syariah dan Akhlak” dan
juga untuk mencapai tujuan “Terwujudnya Nilai-Nilai Islam dalam Seluruh
Aspek Khidupan Warga Kota Banda Aceh”. Pengukuran capaian kinerja
sasaran ke-satu “Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan
syariat Islam” dengan indikator Indek Kota Syariah kota Banda Aceh
mencapai 100,29% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana tersaji
dalam Tabel 3.4:

Tabel 3.4
Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2020
Indikator Kinerja Satuan |  Tahun 2020 (%)
Capaian

\[e}

Prediket

Indek Kota Syariah
Kota Banda Aceh tinggi

Rata-rata Capaian Kinerja 100,29

Sumber: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :
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Indek Kota Syariah Kota Banda Aceh

Dinas Syariat Islam akan mengevaluasi tugas dan fungsinya sebagai
OPD yang menjadi leading sektor dari pelaksanaan syariat Islam untuk menjadi
lebih strategis dalam agenda pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dinas Syariat
Islam juga sekaligus akan mengevaluasi Indikator Kinerja Daerah (IKD),
Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ada
atau memperkuatnya berdasarkan hasil kajian Indeks Kota Syariah ini.

Dinas Syariat Islam selanjutkan akan mengevaluasi Rencana Strategis
kedinasan 2017-2022 untuk merealisasikan tugas-tugas terkait pengukuran
capaian pelaksanaan syariat Islam. Evaluasi yang dilakukan tersebut juga dapat
berkontribusi pada evaluasi tengah periode (Mid-Term Review) terhadap
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh 2017-
2022 yang dapat dilaksanakan pada tahun 2010. Dengan demikian upaya
pencapaian pembangunan Kota Banda Aceh menggunakan bingkai syariah
dapat dilakukan lebih kuat.

Dengan adanya Indeks Kota Syariah ini, maka Dinas Syariat Islam
dengan berkoordinasi bersama Bappeda akan menyusun sejumlah kegiatan
baru di bawah program penguatan pelaksanaan syariat Islam yang lebih kuat
untuk mengoptimalkan penerjemahan nilai-nilai keislaman ke seluruh aspek
pembangunan.

Agenda kerja perumusan Indeks Kota Syariat ini adalah bagaimana
menjaga agar indeks yang telah ditetapkan untuk selalu menjadi acuan bagi
setiap pemangku kepentingan di Kota Banda Aceh. Untuk itu kepada Walikota
Banda Aceh dengan dibantu jajarannya, seperti Sekretaris Daerah, Bappeda
dan Dinas Syariat Islam membentuk satu tim koordinasi Pembangunan Islami
yang memiliki tugas mengkaji, merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi capaian pembangunan Islami kota Banda Aceh. Pembentukan

Tim Koordinasi Pembangunan Islami ini melalui Surat Keputusan Walikota

Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
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bersama Bappeda dan Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh tersaji pada Tabel

3.5:

Tabel 3.5
Agenda Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Islam

Evaluasi Rencana Strategis Dinas
Syariat Islam

Penguatan recana kegiatan Dinas
Syariat Islam terkait pemanfaatan
IKS
e Penyusunan Infografis dan visual
audio IKS
e Pembangunan Sistem Informasi
Pembangunan berdasar IKS
e Publikasi ilmiah
e Seminar dan Lokakarya tentang IKS
e Forum Diskusi Terfokus terkait IKS
¢ Menjadi Narasumber Pembangunan
Sosial Keagamaan.

Mengevaluasi Indikator Kinerja
Daerah (IKD), Indikator Kinerja
Utama (IKU), dan Indikator Kinerja
Kunci (IKK) Dinas Syariat Islam.

Revisi Rencana
Strategis Dinas
Syariat Islam Kota
Banda Aceh
2017-2022

Dinas Syariat Islam

Evaluasi tengah periode (Mid-Term
Review) RPJM Kota Banda Aceh
2017-2022

Revisi RPJM Kota
Banda Aceh
2017-2022

Setdako Banda
Aceh dan Bappeda
Kota Banda Aceh

Pembentukan Tim Koordinasi
Pembangunan Islami (TKPI) Kota
Banda Aceh

Surat Keputusan
Tim Koordinasi
Pembangunan
Islami Kota Banda
Aceh 2020

Setdako Banda
Aceh

Sumber: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Penjelasan Syariah dan Magashid Syariah

Kata syara' secara etimologi berarti "jalan yang dapat di lalui air”,

maksudnya adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju Allah. Syariat

Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan

umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Secara etimologi syariah juga

berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-

Nya, seperti: puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh kebajikan. Kata syariat
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berasal dari kata syar’a al-syar'u yang berarti menerangkan atau menjelaskan
sesuatu. Atau berasal dari kata syir'ah dan syariah yang berarti suatu tempat
yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang
yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.

Syariat dalam istilah syari adalah hukum-hukum Allah yang
disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya, baik hukum-hukum dalam Al-Quran
dan sunnah Nabi Saw dari perkataan, perbuatan dan penetapan. Untuk itu
syari‘at Islam adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-
Nya dari keyakinan (agidah), ibadah, akhlak, muamalah, sistem kehidupan
dengan dimensi yang berbeda-beda untuk meraih keselamatan di dunia dan
akhirat.

Maqashid sendiri adalah jamak dari kata almagshid yang berarti tujuan,
sehingga magashidsyari'ah bermakna tujuan-tujuan syari'at. Magashid asy-
syari ah, "maksud-maksud syariah" atau "tujuan-tujuan syariah" adalah sebuah
gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu. Pembahasan magashid al-syaria’ah adalah untuk
mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusnya dalam
mensyariatkan hukum (al-syari’), yaitu Allah. Untuk itu tujuan hukum ini
merupakan faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan
melalui ijtihad para fugaha.

Syathiby mendifinisikan magashid syariah dari kaidah berikut:
"Sesungguhnya syari ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di
dunia dan akhirat". Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan
syari'ah menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia
menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan,
karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan
sesuatu yang tidak dilaksanakan. Kemaslahatan disini diartikan sebagai segala
sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia,

dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan

intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.
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Imam Asy-Syatibi juga menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqgashid
syari'ah atau yang disebut dengan kulliyat al-khamsah (lima prisip umum).
Kelima maqashid tersebut yaitu: 1. Hifdzu al-din (melindungi agama), 2. Hifdzu al-
nafs (melindungi jiwa), 3. Hifdzu al-‘agl (melindungi pikiran), 4. Hifdzu al-mal
(melindungi harta), 5. Hifdzu al-nasb (melindungi keturunan). Kemudian dalam
kebutuhan manusia terhadap harta ada yang bersifat dharuri (primer), haji
(sekunder), dan tahsini (pelengkap).

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqgashid syari‘ah
dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam
seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari
syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Dalam dimensi hukum, kajian magashid al-syari'ah dalam hukum Islam
adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang
bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh
karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi
seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah)
turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan
sosial. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori
ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid
sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang magashid al-syari'ah merupakan
kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan
hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia
dapat dikembalikan.

Terkait kebutuhan hidup manusia, Magashid al-syaria’ah dibagi ke
dalam tiga katagori yaitu:

1. Kebutuhan al-dharuriyah (yang bersifat pokok, mendasar).
Al-dharuriyyah adalah kemaslahatan mendasar yang menyangkut
perwujudan dan perlindungan terhadap eksistensi lima kemaslahatan pokok

yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila kemasalahatan ini
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hilang, maka kehidupan manusia bisa hancur, tidak selamat baik di dunia
maupun akhirat. Menurut Imam As-Syathibi, di atas kelima hal inilah agama
dan dunia dapat berjalan dengan seimbang dan apabila dipelihara akan
dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

2. Kebutuhan al-hajiyyah (yang bersifat kebutuhan).

Kebutuhan al-hajiyyah adalah dalam rangka perwujudan dan
perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan lima pokok tersebut tetapi
kadar kebutuhannya berada di bawah kebutuhan al-dharuriyyah. Tidak
terpilharanya al-hajjiyah tidak akan mengakibatkan terancamnya eksistensi
lima pokok tersebut, tetapi membawa kepada kepicikan baik dalam usaha
mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya.

3. Kebutuhan al-tahsiniyyah (yang bersifat penyempurna, pelengkap).

Kebutuhan al-tahsiniyyah dimaksudkan untuk mewujudkan dan
memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas ke lima pokok
kebutuhan mendasar manusia di atas dan menyangkut hal-hal terkait.

Perubahan paradigma dalam kajian maqgasid dan membagi magasid
kontemporer ke dalam tiga tingkatan: umum, khusus, dan parsial. Magasid
umum (al-magasid al-'ammabh) terdapat dalam seluruh bagian agama, sifatnya
universal. Seperti keadilan, kebebasan, kemudahan, dan kesetaraan. Maqasid
khusus (al-magasid al-khassah) ada dalam bagian (bab) hukum Islam tertentu,
sifatnya partikular. Seperti perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi,
kesejahteraan anak dalam hukum keluarga. Magasid parsial (al-maqgasid al-
juziyah) dijumpai dalam suatu nash atau hukum tertentu. Seperti
adanya ‘adamu al-haraj (menghilangkan kesulitan) adalah maksud di balik
diperbolehkannya orang sakit tidak puasa.

Paradigma magasid klasik adalah  protection (perlindungan)
dan preservation (penjagaan, pelestarian), yang wilayah cakupan, jangkauan
dan sumber induksinya masih sempit. Untuk itu Jasser Auda menegaskan
perlunya paradigma magashid syari'ah untuk digeser ke dalam paradigma baru

yang lebih menekankan development (pembangunan dan pengembangan)
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dan human right (hak-hak manusia). Menjaga agama (hifz al-din), tidak lagi
dimaknai agar tidak murtad, melainkan menghormati kebebasan beragama
atau berkepercayaan. Menjaga keturunan (hifz al-nasl) diperluas menjadi
kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga. Menjaga akal (hifz al-
agl) dapat dimaknai lebih dengan  mengembangkan pola  pikir
dan research ilmiah, mencari ilmu pengetahuan dan menekankan pola pikir
yang sehat. Dai juga menambahkan tetnag menjaga kehormatan (hifz al-irdh),
yaitu sama dengan melindungi martabat kemanusiaan; melindungi hak-hak
asasi manusia. Menjaga harta (hifz al-mal), mengutamakan kepedulian sosial,
pembangunan, pengembangan ekonomi, kesejahteraan sosial.

Magashid Syari'ah wajib diketahui oleh seorang mujtahid sebelum
mengeluarkan fatwa. Inti dari magashid al-syari'ah sendiri adalah untuk
mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik
manfaat (Manfaat) dan menolak madharat (Bahaya)). Istilah yang sepadan
dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat (Kebaikan),
karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Perlu
diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari‘at) tidak
menciptakan hukum dan aturan begitu saja.

Pembahasan tentang maqashid al-syari'ah secara khusus, sistematis
dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqgat. Dalam
bukunya tersebut, asy-Syathibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah
menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup
manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif (Pembebanan)
hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum itu sendiri. Lebih lanjut, al-
Syathibi dalam uraiannya tentang magashid al-syari‘ah membagi tujuan syari‘ah
itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'ah menurut
perumusnya (syari') dan tujuan syari‘at menurut pelakunya (mukallaf).

Magqashid al-syari'ah dalam konteks magashid al-syari® meliputi empat
hal, yaitu:

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
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2. Syari‘at sebagai sesuatu yang harus dipahami.

3. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.

4. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah
sebagai pembuat syari‘at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari‘at-Nya

kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di

akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum

itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh
manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam
perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu
menurut hawa nafsunya sendiri. Maslahat sebagai substansi dari magashid al-
syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sesuatu baru dapat dikatakan sebagai
magashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut:

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus
bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.

2. Harus jelas, sehingga para fugaha tidak akan berbeda dalam penetapan
makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan
tujuan disyariatkannya perkawinan.

3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan
yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan
tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.

4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan
waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan
nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab
Maliki.

Islam merupakan agama yang menyeluruh (syumul) dalam semua
aspek kehidupan manusia. Karenanya, Islam mengatur semua dimensi
kehidupan manusia termasuk pembangunan. Ada 5 kebijakan utama

pembangunan dalam Islam; Pertama, konsep pembangunan berlandaskan
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tauhid, khalifah dan tazkiyah. Kedua, aspek pembangunan meliputi fisik dan
moral spritual. Tiga, fokus utama pembangunan adalah manusia sebagai subjek
dan objek pembangunan guna mencapai kesejahteraan. Empat, fungsi dan
peran Negara. Lima, skala waktu pembangunan meliputi dunia dan akhirat.

Upaya penegakan Syariat Islam di Banda Aceh adalah proses
mewujudkan esensi ajaran Islam menjadi Rahmatan lil ‘Alamiin, atau rahmat
bagi sekalian alam. Maka Syari'at Islam yang ditegakkan di Banda Aceh
diupayakan semaksimal mungkin terintegrasi dalam semua aspek
pembangunan. Sebab, dengan terintegrasinya Islam dalam semua aspek
pembangunan maka posisi Islam sebagai agama yang Rahmatan lil ‘Alamiin
akan bisa direalisasikan dan diwujudkan. Intinya, Syariat Islam akan menjadi
Rahmatan lil ‘Alamiin tatkala tujuan-tujuan dari Syariat Islam (Magashid
Syari’ah) berhasil diimplementasikan.

Hasil perhitungan IKS menunjukkan bahwa tingkat pengamalan syariat
Islam saat ini di Kota Banda Aceh memiliki skor 75,22. Saat ini skor capaian
antara kelima dimensi bervariasi tersaji pada tabel 3.6:

Tabel 3.6
Tabel Indek Kota Syariah Kota Banda Aceh

Al-Din 7 3 10 12 9 21 86,75
Al-Nafs 17 1 18 42 9 51 76,69
Al-Nasl 4 0 4 12 1 13 71,54
Al-'Agl 7 2 9 19 5 24 64,88
Al-Mal 12 0 12 18 6 24 76,26

IKS 47 6 53 103 30 133 75,22

Sumber: OPD Pemerintah Kota Banda Aceh

Pada tabel di atas menjelaskan adanya 5 deminsi yaitu Ad-din, al-
nafs,Al- Nasl, Al- ‘Agl, dan Al-Mal. Setiap dimensi menjumlahkan data terlibat
hitungan ( data yang tersedia OPD) dan data tidak terlibat hitungan (data yang
Tidak tersedia OPD). Data terlibat hitungan adalah jumlah data yang diperoleh

dari OPD sesuai dengan Sub demensi dan indikator sub dimensi tersebut begitu
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pun dengan tidak terlibat hitungan. Kemudian terdapat jumlah sub dimensi yang
terisi dengan dua kolom yaitu terlibat hitingan dan tidak terlibat hitingan. Nilai 7
pada kolom terlibat hitung merupakan angka data yang dimiliki sesuang dengan
sub dimensi. Pada maqasit ad-din terdapat 10 sub dimensi dan nilai 7 adalah
data yang diperoleh dari OPD sesuai dengan sub dimensi, begitu juga dengan
nilai 3 yang merupakan data yang tidak terhitung atau tidak mempunyai data
yang konkrit dari OPD. Sama halnya dengan jumlah indikator cara memperoleh
angka 12 di kolom terlibat hitungan dan angka 9 pada kolom tidak terlibat
hitungan merupakan jumlah dari indikator sub dimensi itu sendiri. Perolehan
hasil nilai Indeks Dimensi dengan menjumlahkan semua dari setiap persub
dimensi setelah mendapat hasil dari penjumlahan indikator. Maka perlu
dicarikan hasil dari indikator terlebih dahulu, kemudian menjumlahkan semua
dari setiap sub dimensi dan di bagi dengan jumlah banyaknya sub dimendi.
Contoh, nilai 86,75 diperoleh dari penjumlahan indikator yang ada pada sub
dimensi dengan penilaian sesuai nilai indeks. Setelah mendapatkan nilai
tersebut di jumlahkan dengan nilai semua dari sub dimensi permagasit dan
dibagi dengan jumlah sub dimensi.

Tinggi dan rendah hasil perhitungan indeks setiap dimensi tergantung
pada capaian kinerja pembangunan sejumlah IKS yang tersedia di OPD
maupun yang telah diperiksa dalam berbagai dokumen resmi lainnya, seperti
publikasi dari Badan Pusat Statistik. Secara otomatis skor IKS akan meningkat
jika capaian kierja pembangunan daerah juga meningkat. Melalui pendekatan
agregasi linier dengan pembobotan setimbang antar indikator dalam sub
dimensi, antar sub dimensi dalam dimensi, dan antar dimensi dalam IKS,
sejumlah 103 dari 133 IKS. Kota Banda Aceh yang direncanakan untuk
digunakan telah diolah sehingga hasilnya telah dapat ditunjukkan sebagaimana

tabel di atas. Selanjutnya, akan dilakukan perhitungan berkala guna

menunjukkan capaian pengamalan syariat Islam, terutama di akhri periode
RPJM di tahun 2022.
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Masih terdapat sejumlah 30 indikator dan 6 sub dimensi yang belum
terakomodir dalam perhitungan IKS 2020. Hal tersebut karena data untuk
indikator yang dimaksud tidak/belum tersedia. Bahkan terdapat 6 sub dimensi
yang nilai indikator-indikatornya belum tersedia sama sekali. Sub-sub dimensi
tersebut yaitu: sub dimensi kemakmuran & kenyamanan pelaksanaan ibadah,
layanan administrasi keagamaan, pemeliharaan hafalan Al-Qur'an dari magasid
Ad-din; sub dimensi kecukupan persediaan pangan dari magasid An-nafs; serta
sub dimensi evidence based planning dan sub dimensi kerusakan moral dari
maqgasid Al-‘Agl. Daftar merinci mengenai 30 indikator yang dimaksud dapat
diperhatikan pada laporan IKS Kota Banda Aceh 2020. Seluruh indikator-
indikator tersebut diharapkan untuk dapat diukur dan dapat dilibatkan dalam
perhitungan IKS di tahun-tahun selanjutnya.

Penentuan Indikator

Tim ahli menentukan sejumlah variabel yang logis dan tepat untuk
dijadikan indikator-indikator dalam penghitungan indeks melalui serangkaian
proses. Indikator-indikator tersebut terbagi dalam 5 dimensi yang terdapat
dalam konsep Maqasid Syari’ah. Setiap dimensi terdiri dari beberapa sub
dimensi, dan setiap sub dimensi terdiri lagi dari sejumlah indikator yang dapat
menjadi ukuran kuantitatif untuk masing-masing sub dimensi tersaji pada

gambar 3.1:

Indeks Kota
Syari‘ah

(IKS)

Magasid

Magasid Magasid Magasid Magqasid

Ad-Din An-Nafs An-Nasl Al-'Aqgl Al-Mal
10 Sub
z - 18 Sub 4 Sub 9 Sub 12 Sub
Dimensi; Dimensi; Dimensi; Dimensi; Dimensi;
21 . . . .
: 51 Indikator 13 Indikator 24 Indikator 24 Indikator
Indikator ) ) ) ) )

Gambar 3.2 Komponen dalam perhitungan indeks kota syari’ah
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Untuk menentukan indikator-indikator dalam IKS, maka dilakukanlah
penelusuran indikator-indikator yang terdapat pada setiap organisasi perangkat
daerah (OPD) di Kota Banda Aceh, termasuk pula organisasi kepemerintahan
lainnya yang dapat menyediakan data yang dibutuhkan. Penelusuran ini
dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yang pertama, penyelenggaraan focus
group discussion (FGD) dengan seluruh OPD dan sejumlah organisasi
kepemerintahan lainnya. FGD tersebut dimaksudkan untuk memaparkan
konsep dan metodologi yang digunakan dalam IKS, serta mendiskusikan
indikator-indikator apa saja yang ada pada setiap OPD yang tepat dan layak
dipergunakan dalam perhitungan IKS. Selanjutnya, setelah dilakukan FGD,
maka tim ahli melanjutkan koordinasi dengan setiap OPD untuk melakukan
pendataan indikator-indikator potensial. Setelah seluruh data dari OPD
terkumpulkan, tim ahli melakukan penyisiran lanjutan, untuk memilah dan
memilih indikator-indikator yang benar-benar layak untuk masuk dalam
perhitungan IKS.

Nilai dari indikator-indikator dapat berupa beberapa bentuk, antara lain
nilai numerik, proporsi atau persentase, rate atau tingkat, rasio atau
perbandingan, serta dapat berupa indeks. Menurut jenisnya, indikator terbagi
menjadi dua, yaitu indikator tunggal yang berfungsi untuk mengukur satu aspek
(misalnya angka melek huruf, angka partisipasi murni), dan indikator komposit
yang berfungsi mengukur dari berbagai aspek yang tersusun dari indikator-
indikator tunggal yang dikombinasikan sedemikian rupa menjadi satu indeks
tunggal (misalnya tingkat kemakmuran masjid yang mungkin dinilai dari
beberapa aspek seperti kepadatan jama’ah shalat, intensitas kegiatan, dan

kinerja kelembagaan). Setiap indikator dapat berpengaruh dengan arah positif

(P) ataupun negatif (N) dalam perhitungan IKS.
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» Teknik Perhitungan
Dari data-data yang terkumpul selanjunnya dilakukan perhitungan nilai
IKS. Proses perhitungan melalui beberapa tahapan, antara lain: normalisasi

data, pembobotan, dan agregasi.

1. Normalisasi Data

Data kuantitatif yang diperoleh dari berbagai sumber perlu
dinormalisasi sehingga nilai-nilai indikator berada pada skala perhitungan yang
sama, yaitu skala 0 s.d 100. misalkan Normalisasi dapat dilakukan dengan
beberapa metode tergantung dengan bentuk nilai dan ketersediaan acuan nilai
idealnya. Untuk indikator yang memiliki acual ideal yang jelas (misalnya standar
pemerintah, atau pun hasil penelitian yang relevan), maka normaliasi dilakukan

dengan metode min-max, yaitu dengan formula sebagai berikut:

() Untuk indikator yang berpengaruh positif:

|norm:mxloo;
X — X

max min

(i) Untuk indikator yang berpengaruh negatif:

o = 1_ﬂ %100 :
X — X

max min

dengan, 1., : Nilaiindikator yang telah dinormalisasi

X, :Nilai indikator sebelum dinormaliasasi

X - Nilai ideal maksimum

X4, - Nilai ideal minimum

Selanjutnya untuk indikator yang tidak memiliki acuan ideal yang jelas,
maka normalisasi dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menimbang
pendapat ahli yang sesuai terhadap pencapaian nilai indikator. Penilaian
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: skor 100 diberikan untuk penilaian

sangat baik, skor 80 diberikan untuk penilaian baik, skor 70 diberikan untuk
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penilaian lebih dari cukup, skor 60 diberikan untuk penilaian cukup, skor 50
diberikan untuk penilaian kurang, skor 40 diberikan untuk penilaian buruk dan
skor 20 diberikan untuk penilaian sangat buruk.

Selain untuk menyamakan skala data, dalam perhitungan IKS ini,
normaliasasi juga dimaksudkan untuk menyesuaian nilai indikator menjadi relatif
terhadap acuan nilai idealnya. Misalnya indikator tingkat kemiskinan yang pada
dasarnya berada pada skala 0 s.d 100%, perlu disesuaikan terhadap acuan nilai
ideal tertentu, misalnya tingkat kemiskinan dianggap sudah amat sangat baik
bila mencapai 5%, dan sudah amat sangat buruk bila mencapai 30%, maka nilai
5% dan 30% ini, masing-masingnya akan menjadi nilai ideal minimum dan
maksimum dalam perhitungan normasilasi menggunakan min-max method.
Sehingga pada akhirnya nilai indikator yang telah dinormaliasi ini akan memiliki
makna konsisten secara menyeluruh dalam perhitungan IKS, yaitu bermakna
terburuk untuk nilai 0 dan bermakna terbaik untuk nilai 100.

2. Pembobotan Dimensi dan Indikator

Pembobotan yang dilakukan dalam perhitungan IKS ini adalah
pembombotan setimbang. Ada 3 tahap dalam pembobotan, yaitu: (1) setiap
dimensi (magasid) dalam IKS diberikan bobot yang sama; (2) setiap sub
dimensi dalam dimensi diberikan bobot yang sama; dan (3) setiap indikator

dalam sub dimensi diberi bobot yang sama.

Dalam perhitungan IKS, mengingat terdapat sejumlah indikator yang
belum tersedia datanya sehingga tidak dilibatkan dalam perhitungan, maka
pembobotan dalam sub dimensi terkait akan disesuaikan menjadi setimbang
antar indikator yang terlibat dalam perhitungan. Demikian juga pada level sub
dimensi, apabila terdapat sub dimensi yang belum terukur, maka pembobotan
dalam dimensi terkait akan disesuaikan menjadi setimbang di antara sub
dimensi — sub dimensi yang terlibat dalam perhitungan.

3. Agregasi

Tahapan terakhir dalam perhitungan IKS adalah agregasi nilai indikator,
menjadi nilai-nilai indeks (indikator komposit). Metode agregasi yang digunakan
43
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adalah metode agregasi linier. Terdapat 3 level dalam agregasi, yaitu: (1)
agregasi sub dimensi dari indikator-indikator dalam sub dimensi; (2) agregasi
dimensi (magasid)dari sub dimensi — sub dimensi dalam magasid; dan (3)
agregari IKS dari dimensi-dimensi (magasid) yang ada dalam IKS. Berikut

formula dari setiap level agregasi:
Agregasi Sub dimensi : IS; => o, -l
k=1
Agregasi Dimensi : ID, = Y o - 1S,
j=1

5
Agregasi IKS L IKS =) @, - ID;
i=1
Dimana adalah ID; adalah indeks dimensi ke-i, IS;adalah indeks sub
dimensi ke-j pada dari dimensi ke-i, |; adalah nilai indikator ke-k dalam sub

dimensi ke-j pada dimensi ke-i, dan « adalah nilai pembobot.
4. Kategori Nilai
Pengategorian nilai dilakukan pada hasil agregasi sub dimeni, dimensi

(maqasid), dan IKS. Ketentuan kategori nilai tersaji pada Tabel 3.7:

Tabel 3.7
Tabel Kategori Nilai

Nilai Kualitatif Skor

Sangat Buruk 0-35
Buruk 35,01 -45
Kurang 45,01 - 55
Cukup 55,01 -65
Lebih Dari Cukup 65,01 -75
Baik 75,01 - 85
Sangat Baik 85,01 — 100

Sumber: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

5. Penjelasan tentang rumusan dari nilai survey

Untuk mendapatkan rumusan survey maka terlebih dahulu ditentukan
variable yang Igis dan tepat untuk dijadikan indikator-indikator dalam
penghitungan indeks melalui serangkaian proses. Indikator-indikator tersebut

terbagi dalam 5 dimensi yang terdapat dalam konsep Maqasid Syari’ah. Setiap
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dimensi terdiri dari beberapa sub dimensi, dan setiap sub dimensi terdiri lagi
dari sejumlah indikator yang dapat menjadi ukuran kuantitatif untuk masing-

masing sub dimensi tersebut.

» Perbandingan 2019 dan 2020

Hasil perhigungan IKS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat
pengamalan syariat Islam di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan, dari
skor 69,70 pada tahun 2019, menjadi 75,22 pada tahun 2020. Skor tersebut
sudah tergolong dalam kondisi baik, namun masih berada disekitar batas
bawah kategori baik (75,01 — 85,00). Jika dibandingkan dengan target nilai
indikator tentang Survey Pelaksanaan Syariat Islam dalam RPJM Kota Banda
Aceh 2017-2022, yaitu sebesar 75% untuk 2020, maka skor IKS2020 sudah

terlihat memenubhi target tersebut.

» Perbandingan dengan daerah lain/Negara lain

Penyusunan IKS dengan konsep dan metode yang digunakannya
adalah hal yang baru diinisiasi di Kota Banda Aceh. Adapun sebelumnya
Bappeda Provinsi Aceh pernah menghitung suatu ukuran yang juga
menggunakan konsepsi maqasid syari’ah, yaitu indeks pembangunan syari’ah
(IPS). Namun, terdapat sejumlah perbedaan antara IPS dan IKS, dimana IKS
dimaksudkan untuk menjadi IKU Kota Banda Aceh, sehingga secara teknik
perhitungan IKS benar-benar menghasilkan nilai pencapaian dalam satuan
persen, tentunya dengan berdasar kepada asumsi-asumsi yang ditetapkan
dalam perhitungannya. Sementara itu IPS lebih dimanfaatkan untuk
mengeksplorasi posisi relatif/perbandingan di antara kabupaten/kota se Provinsi
Aceh. Selanjutnya, terdapat pula pengukuran-pengukuran sejenis dilevel
nasional maupun internasional. Perbedaan konsespsi dan metodologi, IKS

belum tentu dapat dibandingkan secara setimbang dengan berbagai

pengukuran lain tersebut.
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Rencana Aksi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Kantor Dinas Syariat Islam sebagai pelaksana tugas dari Pemerintah

Kota Banda Aceh selanjutnya atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh akan

mengevaluasi capaian keseluruhan Indeks Kota Syariah secara regular dan

berkala. Sebagai bagian dari Pemerintahan Aceh, maka evaluasi itu sendiri

merupakan bagian dari tugas pengukuran capaian pelaksanaan syariat Islam di

Aceh, yang khususnya dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Hasil pengukuran

yang dilakukan akan selalu disampaikan ke berbagai pihak melalui sejumlah

strategi, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Infografis dan visual audio; Menyajikan hasil pengukuran secara informatif
melalui media cetak dan elektronik, termasuk berbagai jenis media sosial
(social media) sebagai media yang dengan mudah menyebarluaskan berita
saat ini;

Sistem Informasi Pembangunan berdasar IKS; Dengan telah diakuinya
penggunaan IKS oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai salah satu
instrumen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP), maka
kajian pada tahun ini menyarankan kembali Dinas Syariat Islam Kota Banda
Aceh membangun sistem data dan informasi IKS. Ke depan diharapkan
setiap OPD dapat menginput langsung atau secara otomatis terinput sejalan
proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(LAKIP).

Publikasi ilmiah; Diharapkan pihak Dinas Syariat Islam dapat menyajikan
hasil pengukuran Indeks Kota Syariah dalam bentuk yang lebih ilmiah,
sehingga dapat menjadi konsumsi dunia akademik. Dapat dengan membuat
makalah, artikel popular, artikel ilmiah, dan buku-buku;

Seminar dan Lokakarya; Dinas Syariat Islam akan secara aktif
mengadakan dan mengikuti forum-forum diskusi tentang perkembangan dan

tantangan pelaksanaan pembangunan yang Islami, termasuk dengan

mengundang para pakar secara luas untuk memberi wacana;
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5) Forum Diskusi Terfokus; Pihak Dinas Syariat Islam akan secara akitif
menyelenggarakan dan mengikuti diskusi-diskusi dengan topik terfokus yang
membahas tentang perkembangan pembangunan yang Islami di Aceh;

6) Narasumber Pembangunan Sosial Keagamaan; Pihak Dinas Syariat
Islam juga akan memperkuat peran sebagai leading sector di kalangan OPD
Kota Banda Aceh untuk menjelaskan kepada publik tentang pembangunan

yang Islami di Kota Banda Aceh.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja
RPJMD pada Tahun 2022 tersaji pada Grafik 3.1:

Grafik 3.1
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018-2022
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Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang
mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain

juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.

Adapun faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut:
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¢

Faktor Pendukung

1. Adanya dukungan dari walikota
2. Adanya dukungan dari sejumlah OPD

3. Nilai Survey pelaksanaan Syariat Islam Menjadi taeget IKU Kota

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

Disamping faktor pendorong yang sudah dijelaskan berkaitan dengan
pencapaian target Indek Kota Syariah Kota Banda Aceh, dijumpai pula
beberapa faktor yang masih menjadi penghambat dalam implementasi program
dan kegiatan. Berikut faktor penghambat yang sudah diidentifikasi beserta

strategi apa yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi dampaknya tersaji

pada Tabel 3.8:

Tabel 3.8

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1

Belum maksimalnya data
dari OPD

Memaksimalkan kembali data yang dibutuhkan

agar semua indikator penilain data terwujud

sehingga nilai Indek Kota Syariah Kota Banda
Aceh naik

Masih
koordinasi dari OPD

lemahnya

Melaksanakan koordinasi berkala kepada OPD

terkait agar tercapainya target yang diinginkan

Masih
pemahaman penyediaan

lemahnya

data tentang indikator

Melaksanakan sosialisasi kembali kepada OPD
terkait tentang pentingnya penyediaan data untuk

mencapai target yang inginkan

Masih

pemahaman

lemahnya
OPD
tentang integritas Syariat

Islam

Melaksanakan sosialisasi kepada OPD terkait
tentang integritas Syariat Islam dalam mewujudkan
target IKU maka perlu adanya kerja sama antar

OPD




3.1.2

Analisis Kinerja Sasaran 2 : “Terpenuhinya Standar Nasional

Pendidikan (SNP) pada Setiap Jenjang

Walikota Banda Aceh melakukan
Launching Program home cinema
(media pembelajaran sekolah
berbasis TIK) di SD Negeri 16 Kota
Banda Aceh

Walikota Banda Aceh melakukan
Monitoring protokoler Kesehatan
ke SD dan SMP Percontohan Kota
Banda Aceh pada hari pertama
PTM (Pembelajaran Tatap Muka)

Walikota Banda Aceh melakukan
Gerakan Masker Sekolah (GEMAS)
di SDN 1 Banda Aceh

Walikota Banda Aceh membuka
kegiatan Tagana Masuk Sekolah
(TMS) untuk meningkatkan
kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana sejak dini di SDN 37 Kota
Banda Aceh

Gambar 3.3 Kegiatan Penegakan Prokes pada Sekolah di Kota Banda Aceh

Sasaran Strategis 2 merupakan salah satu upaya pencapaian misi

kedua yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 vyaitu

“Meningkatkan

Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga” dan juga




|_ Kj | P KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

untuk mencapai tujuan “Mewujudkan Pendidikan Kota Banda Aceh yang
Bermutu Berdaya Saing, Berkarakter Islam dan Berprestasi”. Pengukuran
capaian kinerja sasaran ke-dua “Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan
(SNP) pada setiap jenjang pendidikan” dengan Persentase Indikator SNP yang
telah dipenuhi Sekolah terealisasi sebesar 92,39% dengan capaian 123,64%

melampaui dari target 75% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi”

sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.9 berikut

Tabel 3.9
Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2020

Realisasi
1. | Persentase Indikator SNP % Sangat
yang telah dipenuhi 75 92,73 123,64 Tinggi
Sekolah
Rata-rata Capaian Kinerja 123,64

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :
Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah

Realisasi capaian SNP 92,39% ini merupakan capaian rata-rata SNP
Jenjang SD dan SMP yang diakumulasikan lalu dibagi dua, dimana persentase
capaian SNP diperoleh dari rata-rata nilai pencapaian indikator SNP jenjang SD

dan SMP dibagi dengan konstanta nilai kategori tertinggi capaian SNP dikali

100. Berdasarkan Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) yang dirilis oleh
Kemdikbud RI awal Oktober 2020, diperoleh capaian Rapor Mutu SD dan SMP
Kota Banda Aceh tersaji pada Tabel 3.10:
Tabel 3.10
Nilai Capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) Tahun 2020

SMP Rata-
rata rata
1 [Standar Kompetensi Lulusan 6,98 | 6,99 6,99 99,71% | 99,86% | 99,79%
Standar Isi 6,96 | 6,96 6,96 99,43% | 99,43% | 99,43%
3 Standar Proses 6,97 | 6,99 6,98 99,57% | 99,86% | 99,71%

50
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4 Standar Penilaian Pendidikan 6,99 | 6,99 6,99 99,86% | 99,86% | 99,86%
5 [Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

6 [Standar Sarana dan Prasarana

5,88 | 581 5,85 84,00% | 83,00% | 83,50%

5,07 | 4,07 4,57 72,43% | 58,14% | 65,29%

Pendidikan

Standar Pengelolaan Pendidikan | 6,91 | 5,97 6,44 98,71% | 85,29% | 92,00%

Standar Pembiayaan 6,96 | 6,98 6,97 99,43% | 99,71% | 99,57%
Rata-rata 6,59 | 6,35 6,47 94,14% | 90,64% | 92,39%

Sumber: KemendikbudRI Tahun 2020

Realisasi capaian SNP 92,39% ini merupakan bukti adanya kinerja
yang sungguh-sungguh dari penyelenggaran pendidikan pada satuan
pendidikan di Banda Aceh baik jenjang SD maupun SMP dengan semakin
membaiknya kinerja guru, terutama dalam pengembangan standar proses,
standar kelulusan dan standar penilaian, seperti melaksanakan Proses Belajar
Mengajar (PBM), mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti Ujian Sekolah
(US) dan melakukan assessmen (penilaian). Disamping itu, meningkatnya
kinerja sekolah juga dipengaruhi dengan membaiknya pengembangan standar
Isi, Standar Pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Kendati secara akumulasi capaian SNP tersebut mengalami kenaikan
yang signifikan, pada kenyataanya masih banyak hal yang masih perlu
mendapat perhatian untuk peningkatan selanjutnya, terutama menyangkut
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang capaiannya baru mencapai

83,50%, dan Standar Sarana dan Prasarana dengan capaian baru 65,29%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja
RPJMD pada Tahun 2022 tersaji dalam diagram 3.2:




&) L Kj | P_KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

Grafik 3.2
Realisasi Indikator Kinerja 2
Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah

100

90 A
(o]
c
& 80 ‘/Q/
a
& 70
8
g 60
£
f~7 N L
§ 50 — Realisasi
S 10 Target
=
(=
= 30
(2]
2
= 20
&

10

0

2018 2019 2020 2021 2022

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang
mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain
juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.
Adapun faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut:

Faktor Pendukung

1. Ketersedian kurikulum, silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

2. Pemberian motivasi, semangat belajar dan tampil yang diberikan dari
berbagai pihak (keluarga, guru dan pemerintah)

3. Ketersediaan media pendukung yang telah disiapkan sekolah dalam proses
belajar mengajar

4. Kesiapan guru dan Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan/Bimtek
peningkatan kompetensi

5. Adanya berbagai perlombaan yang menjadi motivasi bagi siswa maupun

guru dalam mengasah kemampuan/kompetensinya
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6. Kesediaan elemen masyarakat untuk bekerjasama mendorong peningkatan
mutu pendidikan

Faktor Penghambat dan Strateqi Pemecahan Masalah

Disamping faktor pendorong yang sudah dijelaskan berkaitan dengan
pencapaian target Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah,
dijumpai pula beberapa faktor yang masih menjadi penghambat dalam
implementasi program dan kegiatan. Berikut faktor penghambat yang sudah
diidentifikasi beserta strategi apa yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi
dampaknya tersaji pada Tabel 3.11:

Tabel 3.11

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2

1 | Kurangnya tenaga guru | Meningkatkan penyelenggaraan
khususnya guru Kelas | Diklat/Bimtek bagi guru dan kepala sekolah
SD dalam hal,

a. Peningkatan Kompetensi Pedagogik
Guru (Cara-cara mengajar)

b. Peningkatan Kompetensi Profesiolal Guru
(kemampuan mengajar, menguasai IT,
dan memanfaatkan IT dalam
pembelajaran),

c. Peningkatan Kemampuan Manajerial

Kepala Sekolah.

2. | Fisik bangunan (sarana |a. Melengkapi sarpras UKS, Toilet yang
dan prasarana) utilitas memenuhi Standar, dan sarana praktek
tidak terpenuhi sesuai Ibadah di beberapa Sekolah yang masih
standar belum memiliki sarana-sarana tersebut

b. Merehabilitasi beberapa ruang kelas di
beberapa Sekolah

3. | Masih kurangnya | Membuat peraturan sekolah yang mengatur

penegakan disiplin di | tentang  penegakkan  disiplin  siswali
sekolah disekolah
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3.1.3  Analisis Kinerja Sasaran 3 : “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” J

Sasaran Strategis 3 merupakan salah satu upaya pencapaian misi ke-
tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 vyaitu “Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat” dengan
tujuan “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusive dan
Berkelanjutan”. Untuk mengukur sasaran ke tiga (Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat) tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran yakni Angka Kemiskinan,
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase Peningkatan Nilai Investasi,

adapun capaian pada tahun 2020 rata-rata ketiganya sebesar 156.03% dengan

kategori predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana tersaji pada Tabel 3.12:

Tabel 3.12
Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2020
No Indikator Kinerja SEET Tahun 2020 (%) Prediket
= sanmn Capaian
1. Angka Kemiskinan Jiwa 18.442 45.323 40,69
1 0,
2. g]r%la?(; Pengangguran Yo 6,55 9,54 68,65 Sangat
Tinggi
3. Persentase Peningkatan % 25 195% 780
Nilai Investasi
Rata-rata Capaian Kinerja 296,44

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

-

&
B e = > DA,
= -
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a.

L O

Walikota Banda Aceh menyerahkan Dinsos Kota Banda Aceh
secara simbolis kunci bantuan menyerahkan bantuan bahan pokok
Rumah layak Huni kepada masyarakat kurang mampu

Gambar 3.4 Penyerahan Bantuan kepada masayarakat di Kota Banda Aceh

Seiring dengan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020
akibat pandemi COVID-19 menjadikan banyak sektor yang terdampak,
sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan di
sektor yang terdampak tersebut. Sektor yang paling banyak kehilangan
pekerjaan adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa, dan akomodasi.
Dengan realita tersebut akhirnya melahirkan banyak pengangguran baru
sehingga meningkatkan jumlah angka kemiskinan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kota Banda
Aceh merupakan pedoman dalam menganalisis profil kemiskinan di Kota Banda
Aceh. DTKS tersebut bersumber dari DTKS Pusdatin Kemensos RI bulan
Oktober tahun 2020. Data penduduk miskin Kota Banda Aceh tersaji pada
Table 3.13:

Tabel 3.13

Penyebaran Kelompok Rumah Tangga, Kepala Keluarga dan
Jiwa Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2020

1. Baiturrahman 1439 5601

2. Banda Raya 1118 4350




|_ K] | P KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

3. Jaya Baru 1236 4251
4. Kuta Alam 1559 5985
5. Kuta Raja 1031 3673
6. Lueng Bata 1019 4215
7. Meuraxa 1434 5090
8. Syiah Kuala 1884 6504
9. Ulee Kareng 1533 5654
Total 12.253 45.323

Sumber: DTKS PUSDATIN Oktober Tahun 2020, KEMENSOS RI

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas
Sosial Kota Banda Aceh, jumlah penduduk miskin Tahun 2020 sebanyak
49.039 jiwa dengan jumlah Rumah Tangga miskin 12.777 dan Jumlah Kartu
Keluarga miskin 13.423. Pada bulan Agustus 2020 Dinas Sosial Kota Banda
Aceh melakukan Verifikasi dan Validasi data DTKS sehingga terjadi
pengurangan jumlah Rumah Tangga Miskin dari 12.777 menjadi 12.253 yang
ditetapkan pada Oktober 2020.

Rumah Tangga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
adalah merupakan data By Name By Address (BNBA) yang dikelompokkan
kedalam kelompok yang disebut Kesejahteraan. Kesejahteraan adalah
kelompok per-sepuluhan, sehingga seluruh rumah tangga dapat di bagi ke
dalam sepuluh kesejahteraan. Dengan demikian pengelompokkan rumah
tangga dalam DTKS Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

a. Kesejahteraan 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10 % terendah
tingkat kesejahteraan terdapat sebanyak 1.237 RT tergolong rumah tangga
sangat miskin.

b. Kesejahteraan 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10 % - 20 %
terendah tingkat kesejahteraan terdapat sebanyak 2.542 RT tergolong rumah
tangga miskin.

c. Kesejahteraan 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20 % - 30 %

terendah tingkat kesejahteraan terdapat sebanyak 2.725 RT tergolong rumah

tangga hampir miskin.

56




|_ Kj | P KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

d. Kesejahteraan 4 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 30 % - 40 %
terendah tingkat kesejahteraan terdapat sebanyak 3.214 RT tergolong rumah
tangga rentan miskin.

e. Kesejahteraan 5 adalah rumah tangga yang sudah mampu atau sudah
sejahtera terdapat sebanyak 2.535 RT.

Penyebaran kelompok miskin tertinggi berada di Kecamatan Syiah

Kuala (6.504 jiwa) dan terendah di Kecamatan Kuta Raja (3.673 jiwa) juga

dapat dilihat pada Grafik 3.3:

Grafik 3.3

Penyebaran Kelompok Rumah Tangga, Kepala Keluarga dan
Jiwa Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2020

Penyebaran Kelompok Miskin Tiap Kecamatan
di Kota Banda Aceh Tahun 2020

5601
4251
3673

S
< 6'2’@ A’b

,g\@‘ & W
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&

&'b
\) ()
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Sumber: DTKS PUSDATIN Oktober Tahun 2020, KEMENSOS RI

Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa kemungkinan sebagian besar
mereka yang berada di garis kemiskinan adalah mereka yang masuk dalam
kategori kemiskinan kronis atau disebabkan belum meningkatnya pendapatan
dari garis kemiskinan dan juga terjadinya tingkat kelahiran pada rumah tangga
miskin serta terjadi migrasi dari luar Kota Banda Aceh.

Hubungan Angka kemiskinan dan Pandemi COVID-19
Pandemi virus corona (Covid-19) menginfeksi berbagai lini kehidupan,

mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Dari sektor
57
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ketenagakerjaan misalnya, berimbas pada karyawan yang dirumahkan hingga
pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pada awal Maret 2020 adalah kali pertama pemerintah mengumumkan
keberadaan kasus Covid-19. Beberapa waktu kemudian, diterapkan
Pembatasan Sosial dan aktifitas warga Kota Banda Aceh, diantaranya adalah
menutup sejumlah lokasi usaha dan area wisata serta. Penularan virus korona
dicegah dengan penjarakan sosial dan fisik agar korban jiwa tidak terus
bertambah.

Dampak pandemic semakin dalam dirasakan, apalagi program bantuan
sosial pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19 belum digulirkan pada
awal Maret itu. Program bantuan sosial baru diwujudkan pada April. Namun,
dampak perlambatan roda perekonomian terus berjalan. Tak sedikit perusahaan
merumahkan karyawannya sehingga tingkat pengangguran bertambabh.

Pendapatan masyarakat pun mulai berkurang. Pengeluaran konsumsi
rumah tangga semakin sulit karena penurunan daya beli. Tak heran bila pekerja
di sektor informal paling rentan menjadi miskin. Kala itu, sektor pariwisata
terdampak paling awal akibat pembatasan pergerakan dan penjarakan fisik.

Dampak lain dari pandemic Covid-19 adalah melambatnya perputaran
uang yang berasal dari sektor pembangunan infrastruktur, dimana banyak
proyek pembangunan yang harus ditunda pelaksanaannya. Dampak pandemi
yang mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran dan menurunnya
pendapatan masyarakat sangat berdampak pada peningkatan angka
kemiskinan di Kota Banda Aceh. Presentase Angka Kemiskinan Kota Banda
Aceh tahun 2020 tersaji pada tabel 3.14:

Tabel 3.14
Penyebaran Jumlah Penduduk dan
Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2020

1. Baiturrahman 32408 5601 17,28

2. Banda Raya 25321 4350 17,17
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- 3. JayaBaru 25879 4251 16,42
" 4. Kuta Alam 42598 5985 14,04
| 5. Kuta Raja 14197 3673 25,87
® 6. Lueng Bata 24514 4215 17,19

7. Meuraxa 24622 5090 20,67

8. Syiah Kuala 32821 6504 19,81
" 9. Ulee Kareng 26532 5654 21,31
x  Total 248.892 45.323 18,20

Sumber: DTKS PUSDATIN Oktober Tahun 2020, KEMENSOS RI

Dari table di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 Presentase
angka kemiskinan Kota Banda Aceh berada pada angka 18,20%, Sedangkan
angka kemiskinan pada Tahun 2019 yang dilihat pada data Badan Pusat
Statistik (BPS) berada pada angka 7,22%. Kenaikan presentase tersebut
sangat besar akibat dampak pandemi Covid-19 yang berimbas pada semua
elemen masyarakat.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja
RPJMD pada tahun 2022 tersaji dalam Tabel 3.15:

Tabel 3.15
Realisasi Angka Kemiskinan Tahun 2018-2022

No Indikator Kinerja Satuan |Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target

2017 2018 2019 2020 2022

1. Angka Jiwa 18.710 19.120 19.357 45.323 18.263
Kemiskinan

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang
mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain
juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.
Adapun faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut:

Faktor Pendukung

Melalui Dinas Sosial Kota Banda Aceh, program prioritas penurunan
kemiskinan pada tahun 2020 antara lain:

a. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
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Merupakan program unggulan dari Kementerian Sosial yang diberikan untuk
masyarakat miskin atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Banda
Aceh dalam bentuk Bantuan Beras dan Telur.
- Pada tahun 2018 berjumlah 6.776 KPM.
- Pada tahun 2019 berjumlah 6.522 KPM.
- pada tahun 2020 berjumlah 6.824 KPM.
b. Program Keluarga Harapan (PKH)
- Pada tahun 2018 berjumlah 4.910 KPM.
- Pada tahun 2019 berjumlah 4.466 KPM.
- Pada tahun 2020 berjumlah 4.032 KPM.
c. Pemberdayaan dan Pelatihan
- WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi)
Kota Banda Aceh pada tahun 2020 dari Anggaran APBA mendapat
bantuan WRSE berjumlah 10 penerima diberikan dalam bentuk Barang
yang terdiri dari usaha Kios dan usaha membuat Kue.
- Bantuan Usaha Kios Untuk Lansia
Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tahun 2020 melalui Anggaran APBK
pada DPPA Perubahan. Telah memberikan bantuan Usaha Kios kepada
20 Orang penerima bantuan yang di berikan dalam bentuk barang Kios
Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang
mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain
juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.

Adapun faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut:

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

Disamping faktor pendorong yang sudah dijelaskan berkaitan dengan
pencapaian target Angka Kemiskinan, dijumpai pula beberapa faktor yang
masih menjadi penghambat dalam implementasi program dan kegiatan. Berikut

faktor penghambat yang sudah diidentifikasi beserta strategi apa yang dapat

dilaksanakan untuk mengurangi dampaknya tersaji pada Tabel 3.16:
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Tabel 3.16
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3

1 | Faktor Pendidikan dan | Melibatkan lebih banyak sasaran dalam
jumlah anggota rumah | setiaqp program dan kegiatan yang
tangga adalah yang | dilaksanakan oleh OPD pendukung terutama

paling berpengaruh | dalam kegiatan yang berpeluang dalam

terhadap Status | menciptakan lapangan pekerjaan,

Kemiskinan Rumah | pengembangan pemberdayaan masyarakat

Tangga melalui rintisan usaha dengan jenjang
kemitraan

2. | Penangan Rumah Layak | Mendata ulang warga yang layak untuk
Huni bagi warga miskin | diberikan bantuan Rumah Layak Huni
terkendala data real
dilapagan




Para Pekerja yang diPHK dan Proses mediasi penyelesaian
Dirumahkan melapor kedinas masalah hubungan industrial
Tenaga Kerja

Gambar 3.5 Kegiatan Proses mediasi penyelesaian masalah hubungan industrial

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020 ditargetkan 6.55 %
dengan realisasi 9,54%, Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 6,95%
dengan realisai 6,92% terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Kota
Banda Aceh kondisi ini disebabkan oleh pandemic Covid-19 banyak
perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi, terjadinya Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) dan karyawan dirumahkan, perekonomian lesu dan
tidak ada investasi baru sehingga terjadi kenaikan jumlah pengangguran
terbuka sebesar 2,62%.

Data pekerja yang dirumahkan atau PHK masa pandemic covid-19
tahun 2020 berjumlah 523 orang dengan rincian pekerja yang di PHK 56 orang,
pekerja yang dirumahkan 467, perusahaan yang tidak beroperasi atau tutup
berjumlah 62. tersaji pada Tabel 3.17 di bawah ini :

Tabel 3.17
Data Pekerja Dirumahkan dan diPHK Selama Masa Covid-19 di
Banda Aceh Tahun 2020

No Data Pekerja dan Perusahaan | Total
1. | PHK 56
2. | Pekerja Dirumahkan 467
3. | perusahaan yang tidak beroperasi atau tutup 62

Sumber: Dinas Tenaga kerja kota Banda Aceh
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Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh dalam
kurun waktu 4 (empat) tahun dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020
tersaji pada Tabel 3.18:

Tabel 3.18
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh Tahun
2018-2020
2018 7,29
2019 6,92
2020 9,54
Sumber : BPS 2020
Grafik 3.4
Perbandingan (TPT) Kota Banda Aceh 2015-2020
Persen (%)
12.00

10.00
8.00 -— /

6.00
4.00
2.00

2017 2018 2019 2020

Sumber : BPS 2020

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh
tingkat nasional tersaji pada Tabel 3.19:

Tabel 3.19
Perbandingan TPT Kota Banda Aceh Tingkat nasional Tahun 2020
‘No Provinsi Tingkat Pengangguran Terbuka ( %)
1. BANDA ACEH 9,54
2. JAWA BARAT 10,31
3. SUMATERA BARAT 12,93
4. SULAWESI UTARA 11,05
5. MALUKU 14,20
5. PAPUA BARAT 13,18

Sumber : BPS 2020
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Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja

RPJMD pada tahun 2022 tersaji dalam Grafik 3.5:

Grafik 3.5
Realisasi Tingkat Pengangguran 2018-2022

Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka

12
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8 — //

6 i o= Realisasi

Target

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3

2018 2019 2020 2021 2022

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang

mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain

juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.

Adapun faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut:

Faktor Pendukung

1.

Kota Banda Aceh sebagai ibukota propinsi terdapat banyak perusahaan dan
pusat pemerintahan yang selalu tersedia banyak lowongan kerja.

Banda Aceh sebagai pusat pendidikan dari perguruan tinggi negeri yang
terus menghasilkan sarjana-sarjana dari berbagai disiplin ilmu

Jumlah penduduk yang rendah memberikan kesempatan kepada
pemerintah untuk melatih keterampilan kepada warganya dan menyediakan
modal usaha

Kemajuan teknologi informasi yang memudahkan sosialisasi lowongan

pekerjaan yang ada kepada masyarakat

Pasar global dapat meningkatkan penjualan ke seluruh dunia.
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¢

Faktor Penghambat dan Strateqi Pemecahan Masalah

Disamping faktor pendorong yang sudah dijelaskan berkaitan dengan
pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka, dijumpai pula beberapa
faktor yang masih menjadi penghambat dalam implementasi program dan
kegiatan. Berikut faktor penghambat yang sudah diidentifikasi beserta strategi
apa yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi dampaknya tersaji pada Tabel
3.20:

Tabel 3.20

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3

1 | Banda Aceh menjadi sasaran | Menghimbau perusahaan-perusahaan
urbanisasi pencari kerja di | di Kota Banda Aceh menerima calon
Propinsi Aceh, dengan demikian | tenaga kerja yang memiliki KTP Kota
terjadi ketidakseimbangan | Banda Aceh

antara pekerjaan yang tersedia
dengan jumlah pencari kerja

2. | Pandemi Covid 19 | Memfasilitasi agar karyawan yang di-
mengakibatkan banyak | PHK menerima hak-haknya sesuai
perusahaan yang melakukan | dengan peraturan ketenagakerjaan
pemutusan hubungan kerja
(PHK) atau merumahkan
karyawannya.

3. | Kurangnya pendidikan dan | Mengalokasikan  anggaran  yang
keterampilan  pencari  kerja | cukup untuk melatih pencari kerja
sehingga kemampuan pencari | agar mampu bersaing di dunia kerja
kerja tidak sesuai dengan
kebutuhan perusahaan

4. | Kemajuan teknologi yang | Memotivasi pencari kerja  agar
membuat pekerjaan-pekerjaan | melakukan usaha-usaha mandiri
tertentu dapat dilakukan secara

mekanisasi

5. | Pasar global telah | Mengharapkan pedagang di Kota
mengakibatkan pedagang lokal | Banda  Aceh  juga  melakukan
mengalami penurunan | penjualan secara online

penjualan




Penyelenggaraan pelayanan perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kota Banda Aceh pada masa
Pandemi Covid-19 tetap menjalankan
prokes

Gambar 3.6 Kegiatan Pelayanan Proses Perizinan pada DPMPTSP Kota Banda Aceh

Pada Tahun 2020 capaian nilai realisasi investasi berdasarkan laporan
kegiatan penanaman modal yang disampaikan oleh investor /pelaku usaha
melaluoi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online (LKPM-Online) yaitu
sebesar Rp 259.206.290.684,-. Dari hasil laporan tersebut untuk realisai
Persentase Peningkatan Nilai Investasi tahun 2020 terealisasi 179,38% dari
target 25%. Nilai ini diakumilasi dari 7 (tujuh) subsektor unggulan sebagaimana
tersaji pada tabel 3.21:

Tabel 3.21
Capaian Peningkatan Realisasi Investasi

1. Kehutanan, Perikanan, Pertambangan, Rp 2.141.200.000 0,8
Perkebunan dan Peternakan

2. Jasa Lainnya Rp 25.285.810.137 9,8

3. Konstruksi Rp 79.306.701.652 30,6

4. Listrik, Gas dan Air Rp 3.225.435.671 1,2

5. Perdagangan dan Reparasi Rp  147.029.405.898 56,7
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6. Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi Rp 55.000.000 0,021
7. Industri Rp 2.162.737.326 0,8
Total Nilai Investasi Rp 259.206.290.684 @ 100,0

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh

Capian nilai realisasi dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020
sebagai berikut:

Nilai investasi dasar 2017 : Rp. 188.166.350.000,- / (0%)
Nilai investasi tahun akhir 2022 : Rp. 650.000.000.000,- / (100%)
Target Kinerja 2020 : Rp133.000.000.000,- / (25%)
Realisasi nilai investasi s/d tahun 2020 : Rp 1.072.174.439.366,-/ (179%)
Persentasi Capaian Kinerja Tahunan : 195%

Berdasarkan data realisasi capaian target di atas dapat disimpulkan
bahwa nilai realisasi investasi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020
telah mencapai Rp. 1.072.174.439.366,- dengan persentase peningkatan nilai
investasi sebesar 179% dari terget Tahun 2022 sebesar Rp. 650.000.000.000,-.
Persentase nilai realisasi investasi berdasarkan target Tahun 2020 adalah
sebesar 195% dengan capain nilai realisasi investasi senilai Rp.
259.206.290.984,- dari target Tahun 2020 senilai Rp133.000.000.000,-,.
Sedangkan capaian nilai realisasi investasi jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019 sebesar Rp. 566.317.472.689,- dengan
Tahun 2020 sebesar Rp. 259.206.290.684,- terjadi penurunan investasi
sebesar 54%.

Terjadinya penurunan nilai investasi ini pada Tahun 2020 disebabkan
kurangnya investor asing atau penanaman modal asing (PMA) yang
berinvestasi di Kota Banda Aceh dan juga disebabkan adanya pandemi covid-
19 sehingga mengakibatkan melemahnya tingkat pertumbuhan perekonomian
di Kota Banda Aceh.

Rincian perhitungan persentase nilai realisasi investasi Tahun 2018

sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
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-1
P= T X 100%

I°—

~1.072.174.439.366 — 118.166.350.000

()
650.000.000.000 — 118.166.350.000 * 07

954.008.089.366

= 1)
531.833.650.000 ~ 100%

P =1.7938 x 100%
P =179.38%

Keterangan:

P = Persentase realisasi investasi

I" = Realisasi Nilai Investasi tahun berjalan
19 = Realisasi Nilai Investasi tahun dasar

I? = Target Realisasi Nilai Investasi tahun akhir

Untuk mencari Persentase Capaian Kinerja Tahun 2020 adalah

sebagai berikut:

persentase dari realisai
persenan target

Capaian = x 100%

) 195
Capaian = —5 X 100% = 780%

Capian realisasi nilai investasi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun

2020 tersaji pada tabel 3.22
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Tabel 3.22
Peningkatan Realisasi Nilai Investasi Tahun 2018-2020

REALI REALISASI REALI

TARGET SAS] TARGET AKUMULASI TARGET SAS|

1. 2018 25 53 198.000.000.000 248.650.675.993 15% 24,5%
2. 2019 35 121  53.000.000.000 566.317.472.689,- 10% 131%

3. 2020 45 799 [133.000.000.000 259.206.290.684,- 25% | 195%
Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2018 sampai
dengan Tahun 2020 persentase target investasi telah mencapai 179,38 %.
Pada tahun ketiga dari RPJM nilai realisasi investasi saat ini telah mencapai
lebih dari seratus persen, dimana target yang diharapkan pada tahun ketiga
yaitu tahun 2020 hanya sebesar 50%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja
RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam Grafik 3.6:

Grafik 3.6
Realisasi Persentase Peningkatan Nilai Investasi Tahun 2018-2022
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Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang
mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain
juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.
Adapun faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut:

Faktor Pendukung

1. Sebuah investasi, baik asing maupun dalam negeri, harus dapat
memberikan manfaat bagi UMKM dan masyarakat lokal serta pengusaha
daerah untuk mengambil bagian dalam investasi tersebut, oleh karenanya
diperlukan peningkatan investasi besar untuk bermitra dengan UMKM, untuk
peningkatan investasi dalam negeri (PMDN) khususnya UMKM.

2. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi
tingkat kebutuhan investasi.

Faktor Penghambat dan Strateqi Pemecahan Masalah

Disamping faktor pendorong yang sudah dijelaskan berkaitan dengan
pencapaian target Persentase Peningkatan Nilai Investasi, dijumpai pula
beberapa faktor yang masih menjadi penghambat dalam implementasi program
dan kegiatan. Berikut faktor penghambat yang sudah diidentifikasi beserta
strategi apa yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi dampaknya tersaji
pada Tabel 3.23:

Tabel 3.23
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3

1 | Masih perlunya peningkatan | Perlunya peningkatan terhadap

kemudahan berusaha (ease of doing
business) dan promosi serta kajian
terhadap lahan-lahan investasi yang
tersedia di Kota Banda Aceh yang
masih sangat minim sehingga arah
strategi investasi tidak terjabarkan
secara signifikan, selain itu eksekusi
terhadap realisasi investasi besar dan
penyebaran investasi yang berkualitas

kemudahan berusaha (ease of
doing business) dan kemudahan
iklim investasi Tnvestor
friendly’serta promosi
terhadap lahan-lahan investasi
yang ada di Kota Banda Aceh.
Dan perlunya peningkatan
investasi besar untuk bermitra
dengan UMKM, untuk
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masih rendah.

peningkatan investasi dalam
negeri  (PMDN)  Kkhususnya
UMKM.

Infrastruktur untuk eksekusi investasi

besar belum mendukung, seperti
kapasitas listrik dan air yang
mencukupi, selain itu tenaga Kkerja

yang trampil juga belum memadai.

Perlunya peningkatan kebijakan
beberapa sektor industri khusus
yang memiliki potensi PAD dan
penyerapan tenaga kerja yang
besar.

Masih  kurangnya kesadaran dan
pemahaman bagi investor/pelaku
usaha mengenai kebijakan penanaman
modal dan penyampaian laporan
kegiatan penanaman modal secara
daring melalui lkpm-online. Padahal
Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) adalah merupakan potret
realisasi investasi di suatu daerah.

Meningkatkan pemahaman
dbagi investor tentang kebijakan
penanaman modal dalam
menyampaikan laporan kegiatan
secara onlien

Masalah indikator makroekonomi yang
belum sepenuhnya pulih (contohnya
inflasi, suku bunga, nilai tukar). Namun
penyebab utama investor asing yang
hendak hengkang dari Indonesia,
karena iklim investasi di Tanah air
yang tidak kondusif daya saing yang
lemah dan kepastian hukum yang
belum maksimal.

Memastikan tentang hukum
yang mengatur makroekonomi
yang menjadi masalah
keluarnya investor asing dari
Kota Banda Aceh.
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Gambar 3.7 Kegiatan Pelaksanaan Rapit tes dan vaksinasi Kota Banda Aceh

Sasaran Strategis 4 ini merupakan salah satu upaya pencapaian misi
ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 vyaitu “Meningkatkan
Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan tujuan “Meningkatkan Status
Kesehatan Masyarakat”. Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya
Indeks Keluarga Sehat” dengan indikator Persentase Indikator Kota Sehat yang
Terpenuhi mencapai 70% dan termasuk predikat “cukup” sebagaimana tersaji
pada Tabel 3.24:

Tabel 3.24
Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2020
No Indikator Kinerja SEWIE] Tahun 2020 (%) Predikat
Target Realisasi Crjpelel
1. Persentase Indikator Indeks 0,7 0,49 70 Sangat
Kota Sehat yang Tinggi
Terpenuhi

Rata-rata Capaian Kinerja 70
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Capaian Persentase Indikator Kota Sehat yang Terpenuhi Kota Banda
Aceh sampai dengan 31 Desember 2020 adalah 0,49 (tidak Sehat), sedangkan
target IKS Kota Banda Aceh Tahun 2020 adalah 0,70 (Pra Sehat)..
Saat ini IKS Kota Banda Aceh belum mencapai target. Hal ini
dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya :
1. Survei pendataan Keluarga belum selesai dilakukan atau belum Total
Coverage
2. Rendahnya IKS Kota Banda Aceh juga dipengaruhi oleh capaian dari 12
indikator, yaitu keluarga mengikuti Keluarga Berencana (KB), Persalinan
Ibu difasiltas pelayanan kesehatan, Bayi mendapatkan imunisasi dasar
lengkap, Bayi mendapatkan imunisasi ASI Eksklusif, Pertumbuhan Balita
dipantau, Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar Penderita
hipertensi yang berobat teratur, Penderita ganguan jiwa berat, diobati dan
tidak ditelantarkan, Anggota keluarga tidak ada yang merokok, Keluarga
sudah menjadi anggota JKN, Keluarga memiliki akses/menggunakan
sarana air bersih, Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih.
Sampai dengan 31 Desember 2020 hasil capaian indikator tersebut

tersaji pada Tabel 3.25:

Tabel 3.25
Persentase Indikator Indeks Kota Sehat yang Terpenuhi

9

No INDIKATOR NASIONAL fo%"éiﬁﬁg

ceh
1 Keluarga mengikuti program KB*) 65,00 % 42,70
2 | Persalinan Ibu difasiltas pelayanan kesehatan 100% 94,73
3 Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap*) 100% 79,52
4  Bayi mendapatkan imunisasi ASI Eksklusif 100% 85,91
5 Pertumbuhan Balita dipantau 100% 79,84
6 | Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar 100% 21,44
7 | Penderita hipertensi yang berobat teratur 100% 48,73
8 | Penderita ganguan jiwa berat, diobati dan tidak 100% 10,51

ditelantarkan
9 Anggota keluarga tidak ada yang merokok*) 70,00% 60,14
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10 Keluarga sudah menjadi anggota JKN 100% 97,46
11 Keluarga memiliki akses/menggunakansarana air 100% 98,77
bersih
12 Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban 100% 98,71
keluarga
Indeks Keluarga Sehat (IKS) 0,49

Sumber : Aplikasi Keluarga Sehat Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Alamat : https://keluargasehat.kemkes.go.id/
Untuk menghitung IKS Kota Banda Aceh sangat dipengaruhi oleh

capaian IKS per kecamatan dan IKS per desa. Perhitungan nilai IKS

menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu:

Jumlah keluarga dengan IKS>0,800
Indeks Keluarga Sehat (IKS) = -----===mmmmmmmmmm oo
Jumlah seluruh keluarga di wilayah tersebut

Hasil perhitungan IKS tersebut, selanjutnya dapat ditentukan kategori

kesehatan masing-masing keluarga dengan mengacu pada ketentuan berikut:

1. Nilai indek >0,80 : Keluarga Sehat
2. Nilai indek 0,50-0,80 : Keluarga Pra-Sehat
3. Nilai indek <0,50 : Keluarga Tidak Sehat

Target IKS tahun 2020 secara nasional adalah 0,2, sedangkan target
IKS provinsi Aceh adalah 0,3. Sedangkan capaian IKS tingkat nasional adalah
0,17 dan provinsi 0,247. Sementara untuk tingkat Kota Banda Aceh capaian IKS
nya sampai Desember 2020 adalah 0.49. Di tingkat Provinsi Aceh dari 23
kabupaten/kota, Banda Aceh menduduki peringkat pertama untuk nilai IKS
tertinggi. IKS 0,49 artinya ada 49% keluarga Kota Banda Aceh yang tergolong
atau masuk kategori Keluarga Sehat berdasarkan 12 indikator.

Berdasarkan data di atas, indikator yang sangat mempengaruhi dan

menyebabkan Kota Banda Aceh berada pada tingkatan Keluarga Tidak Sehat
(0,46) adalah:
1) Keluarga mengikuti KB (42,70%);




2)

3)
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Dari hasil pendataan yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada
di puskesmas dalam wilayah Kota Banda Aceh ditemukan masih ada
keluarga yang tidak mengikuti KB karena beberapa alasan tertentu, seperti
sedang program hamil, tidak mendapat izin suami, alasan pribadi (agama),
faktor hormonal (gemuk, jerawat, flek, dll).

Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar (21,44%);

Rendahnya cakupan nilai indikator ini disebabkan oleh beberapa hal, antara

lain:

a. Pada saat dilakukan pendataan, keluarga tidak mau mengakui bahwa
dirinya menderita TB Paru karena merasa malu dan masih adanya
stigma negative di masyarakat.

b. Pengobatan TB Paru yang diberikan dengan standar pengobatan yang
telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan dan dilakukan selama 6
bulan. Hal ini dirasakan terlalu berat oleh penderita karena rentang
pengobatan terlalu lama dan efek dari obat dirasakan oleh pasien dapat
menurunkan daya tahan tubuh, serta efek lain yang ditimbulkan akibat
minum obat tersebut yang dirasakan kurang nyaman bagi tubuh pasien.

Penderita hipertensi yang berobat teratur (48,73%);

Yang menyebabkan cakupan indikator ini belum mencapai target yang telah

ditetapkan yaitu :

a. masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa dirinya
menderita hipertensi.

b. Para penderita hipertensi pada umumnya menganggap bahwa penyakit
hipertensi tidak membutuhkan pengobatan medis, bisa diobati sendiri
secara tradisional sehingga tidak perlu berobat di fasilitas kesehatan.

Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan (10,51%);

Beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya capaian indikator ini adalah,

kurangnya peran dan dukungan keluarga untuk mendampingi penderita

gangguan jiwa berat dalam proses pengobatan, baik dalam hal

membawa/mengantar ke fasilitas kesehatan maupun dalam mendampingi
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dan mengawasi saat minum obat, karena kondisi pasien ODGJ sangat sulit
untuk minum obat teratur.
Anggota Kelurga tidak ada yang merokok (60,14%).
Kenyataan yang terjadi saat ini di Kota Banda Aceh, masih ada anggota
keluarga yang merokok. Hal ini disebabkan karena masih belum tumbuhnya
kesadaran yang maksimal dari keluarga/masyarakat tentang bahaya rokok
dan apa saja yang terkandung dalam rokok, serta sulithya para perokok
untuk dapat menghentikan kebiasaan merokoknya akibat kecanduan dan
ketergantungan.

Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap (79,52%)

Beberapa hal yang menyebabkan indikator ini belum mencapai target 100

%, antara lain:

a. Pada saat dilakukan pendataan, keluarga tidak dapat menunjukkan
kartu menuju sehat (KMS), karena status imunisasi anak harus
dibuktikan dengan KMS.

b. Orang tua tidak mau memberikan imunisasi kepada anaknya karena
takut anaknya saki/demam dan adanya isu vaksin haram.

Pertumbuhan Balita dipantau ( 79,84)
Pada saat dilakukan pendataan keluarga tidak dapat menunjukkan kartu
menuju sehat (KMS), karena status pertumbuhan balita hanya bisa
dibuktikan dengan KMS. Keluarga tidak membawa anaknya kepelayanan
kesehatan/posyandu untuk dilakukan penimbangan berat badan setiap
bulannya dengan berbagai alasan tertentu misalnya sakit dan anaknya
dititipkan ditempat penitipan.

Bayi mendapatkan ASI eksklusif (85,91%)

Ada beberapa alasan kenapa anak tidak mendapatkan ASI eksklusif,

diantaranya:

a. Rendahnya produksi ASI

b. Bayi menolak ASI dari awal kelahiran dikarenakan tidak adanya IMD

sehingga bayi menalami bingung putting.
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c. Dukungan keluarga dalam proses menyusui merupakan upaya yang
harus dimaksimalkan dalam keberhasilan proses menyusui.

Persalinan ibu di fasilitas pelayanan (94,73%

Masih adanya perbedaan pengertian Definisi operasional dari petugas

pelaksana survei dilapangan.

Keluarga sudah menjadi anggota JKN (97,46%)

Saat petugas melakukan pendataan, masih ditemukan beberapa anggota

keluarga yang tidak memiliki kartu JKN, seperti bayi baru lahir, dan

masyarakat pindahan dari kabupaten/kota lain.

Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga (98,71%)

Masih adanya perbedaan pengertian Definisi Operasional dari petugas

pelaksana survei dilapangan sehingga terjadi kekeliruan dalam penginputan

data aplikasi KS

Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih (98,71%)

Masih adanya perbedaan pengertian Definisi operasional dari petugas

pelaksana survei dilapangan sehingga terjadi kekeliruan dalam penginputan

data aplikasi KS.

Keberhasilan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

diukur dengan Indeks Keluarga Sehat, yang merupakan komposit dari 12

indikator. Semakin banyak indikator yang dapat dipenuhi oleh suatu keluarga,

maka status keluarga tersebut akan mengarah kepada Keluarga Sehat.

Sementara itu, semakin banyak keluarga yang mencapai status Keluarga

Sehat, maka akan semakin dekat tercapainya Indonesia Sehat.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja
RPJMD pada tahun 2022 tersaji pada Tabel 3.26:
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Tabel 3.26
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPIJMD

No Indikator Kinerja Satuan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target

2017 2018 2019 2020 2022

1. Persentase Indeks 0,3 0,38 0,46 0,49 0,9

Indikator Kota

Sehat yang

Terpenuhi

Grafik 3.7
Realisasi Indeks Keluarga Sehat (IKS)
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Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang
mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain
juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.
Adapun faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut:

Faktor Pendorong

1. Adanya dukungan dana yang memadai;

2. Adanya dukungan dari lintas program dan lintas sektor, serta pihak lain yang
terkait;

3. Adanya program-program pemerintah yang mendukung upaya
meningkatkan Indeks Keluarga Sehat;

4. Sosialisasi terkait masalah kesehatan dari berbagai aspek yang tepat

sasaran,
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5. Program atau kegiatan yang bersifat ajakan atau motivasi kepada
masyarakat agar lebih peduli dengan kesehatan;

6. Tersedianya sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia di
fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai;

7. Tersedianya tenaga medis yang ahli dibidangnya dan bekerja memberikan
pelayanan yang terbaik;

8. Adanya dukungan pemerintah dalam membuat dan menegakkan kebijakan/
aturan dalam upaya penurunan angka kesakitan, terutama penyakit akibat
merokok.

Disamping faktor pendorong yang sudah dijelaskan berkaitan dengan
pencapaian target, dijumpai pula beberapa faktor yang masih menjadi
penghambat dalam implementasi program kegiatan. Berikut faktor penghambat
yang sudah diidentifikasi beserta strategi apa yang dapat dilaksanakan untuk
mengurangi dampak seperti yang tersaji pada tabel 3.27:

Tabel 3.27

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 4

1. | Kondisi pandemi Covid- 19 menyebabkan | Melanjutkan survei
Survei pendataan Keluarga Sehat tertunda | pendataan Keluarga
Sehat hingga selesai
100% (Total Coverage)

2. |Pada awal ©pelaksanaan pendataan | Melakukan Monitoring dan
Keluarga Sehat tahun 2017, aplikasi | evaluasi terhadap
Keluarga Sehat masih dalam tahap proses | pelaksanaan Keluarga
penyempurnaan, sehingga ada sedikit | sehat serta penginputan
kesulitan dalam menginput data aplikasi. | data aplikasi KS.

Tahun 2020 baru dilakukan penyempurnaan
aplikasi yang lebih baik yaitu versi 2.0.

3. | Updating data aplikasi KS dilakukan sebulan
sekali, sehingga data keliru yang telah
diinput ke aplikasi oleh petugas tidak
langsung  berubah  setelah  dilakukan
perbaikan atau diedit

4. | Kurangnya pegawai yang ada di | Meningkatkan
puskesmas, dan puskesmas juga harus | pemahaman petugas
melakukan pelayanan di dalam gedung, | tentang Definisi
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sehingga menyebabkan Survei pendataan
Keluarga Sehat dilakukan oleh petugas
puskesmas terkendala dan tidak dapat
mencapai target yang telah ditetapkan

Tingkat pemahaman petugas terhadap 12

indikator PIS-PK masih berbeda- beda
walaupun sudah diberikan pelatihan.
Pada saat dilakukan pendataan ada

keluarga yang sulit dijumpai karena bekerja
dan berdagang.

Operasional 12 indikator
Keluarga Sehat melalui
pertemuan, pelatihan
secara berkelanjutan

Sulitnya merubah perilaku masyarakat,
walaupun sudah dilakukan upaya
penyebaran informasi-informasi kesehatan
serta promosi kesehatan lainnya untuk
perubahan perilaku, terutama perilaku
Merokok.

Meningkatkan promosi
kesehatan dalam rangka

perubahan perilaku
masyarakat yang lebih
sehat
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5.1.1 Analisis Kinerja Sasaran 5 : “Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota J

Ramah Birokrasi”

Sasaran Strategis 5 merupakan salah satu upaya pencapaian misi ke
lima yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu “Meningkatkan Kualitas
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan tujuan “Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik”. Pengukuran capaian kinerja sasaran
“Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi” dengan

indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 108,11% dan termasuk

predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.28:

Tabel 3.28
Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2020
No Indikator Kinerja SEIED Tahun 2020 (%) Predikat
S Capaian
1. Indeks Kepuasan % 80 86,49 108,11 Sangat
Masyarakat (IKM) Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja 108,11

Untuk mengukur sasaran kelima digunakan satu indikator Indek
Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Banda Aceh Tahun 2020 terealisasi 86,49%
(Kategori Baik) dari target 80%. Capaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2020 lebih baik dibandingkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun
2019 yang terealisasi sebesar 85,61% atau meningkat 0,88 %, Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada
24 instansi/unit pelayanan publik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat per

satuan organisasi dan peringkatannya tersaji pada Tabel 3.29:

-

&
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Tabel 3.29
Peringkat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020

Unit Organisasi Mutu Kinerja Unit  IKM 2020
Pelayanan Pelayanan

RSUD Meuraxa A Sangat Baik 90,48
2 | Dinas Kependudukan dan A Sangat Baik 95,21

Pencatatan Sipll
3 Dinas Penanaman Modal Pelayanan B Baik 87,85

Terpadu Satu Pintu
4 | Dinas Tenaga Kerja B Baik 86,18
5 Kecamatan Meuraxa A Sangat Baik 96,55
6 Kecamatan Baiturrahman A Sangat Baik 95,34
7 Kecamatan Kuta Raja A Sangat Baik 91,85
8 Kecamatan Kuta Alam A Baik 85,66
9 Kecamatan Banda Raya B Sangat Baik 88,40
10 @ Kecamatan Jaya Baru B Sangat Baik 89,90
11 Kecamatan Syiah Kuala B Baik 86,56
12 Kecamatan Ulee Kareng B Baik 77,09
13 Kecamatan Lueng Bata B Baik 88,75
14 | Puskesmas Baiturrahman B Baik 80,67
15 Puskesmas Meuraxa B Baik 83,86
16 Puskesmas Jeulingke B Baik 83,91
17 Puskesmas Kopelma Darussalam B Baik 83,83
18  Puskesmas Jaya Baru B Baik 84,53
19 Puskesmas Banda Raya B Baik 83,41
20 Puskesmas Lampaseh B Baik 79,85
21 Puskesmas Batoh B Baik 87,82
22 | Puskesmas Ulee Kareng B Baik 82,26
23 Puskesmas Kuta Alam B Baik 80,44
24 | Puskesmas Lampulo B Baik 85,44

IKM Pemerintah Kota Banda Aceh B Baik 86,49
Sumber : Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
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Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja
RPJMD pada tahun 2022 tersaji pada Tabel 3.30:

Tabel 3.30
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPIJMD

No Indikator Kinerja | Satuan Realisasi Realisasi Realisasi Realisa Target

2017 2018 2019 Si 2022

2020
1. Indeks Kepuasan  Indeks - 84,18 85,61 86,49 90
Masyarakat (IKM)
Grafik 3.8
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat

foo

50

B Nilai IKM

2017 2018 Nilai IKM
2019

2020

Pelaksanaan SKM Pemerintah Kota Banda Aceh telah dilakukan sejak
2018, untuk tahun 2020 ada 24 Instansi/Unit penyelenggara pelayanan publik.
Hasil SKM diperoleh nilai minimum terdapat pada unsur kecepatan waktu dalam
memberikan pelayanan yaitu 3,32 dan nilai yang telah baik dalam proses

pelayanan adalah adanya konsekuensi tentang informasi biaya/tariff falam

pelayanan yaitu dengan nilai 3,81. Perbandingan pelaksanaan SKM tersaji pada
Grafik 3.10:
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Grafik 3.9
Realisasi Hasil SKM Tahun 2018-2020

Realisasi Hasil SKM
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Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2

2018

2019

2020

Tabel 3.31
Perbandingan Pelaksanaan
Hasil Survei Kepuasaan Masyarakat Tahun 2018-2020
Jumlah Instansi/unit Jumlah

L Penyelenggara Pelayanan Responden e8] S
2018 25 Instansi/Unit 2.415 84,18
2019 24 Instansi/Unit 6.114 85,61
2020 24 Instansi/Unit 6.447 86,49

Perbandingan Survei Kepuasaan Masyarakat Kota Banda Aceh tingkat
nasional tersaji pada Tabel 3.32:

Tabel 3.32
Perbandingan Hasil Survei Kepuasaan Masyarakat
Tingkat Nasional Tahun 2020

Jumlah Instansi/unit Penyelenggara

Tahun Pelayanan Hasil SKM
2020 Kementerian Pertahanan RI 79,6%
2020 Kabupaten Demak 78.96
2020 Kota Banda Aceh 86,49
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Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang
mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain
juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.
Adapun faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut:

Faktor Pendorong

1. Adanya program-program yang dibuat Pemerintah dalam upaya
meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dari berbagai aspek;

2. Peningkatan sarana dan prasarana serta administrasi pendukung pelayanan
kepada masyarakat;

3. Standar dalam pelayanan yang lebih efektif dan efisien;

4. Melakukan tindaklanjut terhadap indikator yang belum maksimal pada hasil
sebelumnya.

Disamping faktor pendorong yang sudah dijelaskan berkaitan dengan
pencapaian target Indek Kepuasan Masyarakat, dijumpai pula beberapa faktor
yang masih menjadi penghambat dalam implementasi program kegiatan.
Berikut faktor penghambat yang sudah diidentifikasi beserta strategi apa yang
dapat dilaksanakan untuk mengurangi dampak seperti yang tersaji pada tabel
3.33:

Tabel 3.33

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 5

No | Faktor Pengahambat Strategi Pemecahan
Masalah

1. | Pelaksanaan kegiatan belum maksimal Melakukan perbaikan
pelaksanaan kegiatan
agar terpenuhinya target
Indek Kepuasan
Masyarakat




3.1.6  Analisis Kinerja Sasaran 6 : “Peningkatan Sarana dan Prasarana yang
Mendukung Pencapaian Kota Layak
Huni”

Walikota Tinjau Proyek
Pembangunan Infrastruktur Kota
Banda Aceh

Survey upgrading (Water Treatmant Plant)
WTP lambaro PDAM Tirta Daroy

Gambar 3.8 Kegiatan Peninjauan Proyek Pembangunan Infrastruktur
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Sasaran Strategis 6 merupakan salah satu upaya pencapaian misi
keenam yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 vyaitu “Membangun
Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan ” dengan
tujuan “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana serta Prasarana Kota
yang Berwawasan Lingkungan dan Berkesinambungan”. Pengukuran
capaian kinerja sasaran “Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Mendukung
Pencapaian Kota Layak Huni” dengan indikator Indeks Infrastruktur Kota Layak
Huni tidak mencapai apa yang sudah ditargetkan yaitu dengan capain 0% dan

termasuk predikat “Sangat Rendah” sebagaimana tersaji pada Tabel 3.34:

Tabel 3.34
Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2020
Indikator Kinerja | Satuan  Tahun 2020 (%) Predikat
Capaian
1. Indeks Infrastruktur Kota % 62,40 - - Sangat
Layak Huni Rendah

Rata-rata Capaian Kinerja -

Kondisi kinerja awal dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kota
Layak Huni dalam RPJMD Kota Banda Aceh tahun 2017 — 2022 diperoleh dari
hasil survei lkatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) yang dilaksanakan pada
tahun 2017 di 26 kota di Indonesia, namun sejak Tahun 2018 sampai Tahun
2020 IAP tidak lagi melaksanakan survei secara nasional sehingga capaian
Indeks Kota Layak Huni Kota Banda Aceh tidak diperoleh.

Untuk memperoleh capaian Indeks Kota Layak Huni Kota Banda Aceh
pada Tahun 2020 telah diupayakan kerja sama antara Pemerintah Kota Banda
Aceh dengan lkatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) untuk melaksanakan
survei di Kota Banda Aceh, namun dikarenakan adanya pandemi covid-19
maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga capaian Indeks

Kota Layak Huni Tahun 2020 juga tidak diperoleh. Sebagai upaya untuk

memperoleh Indeks Kota Layak Huni tersebut maka pada Tahun 2021 akan
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dijajaki kembali kerjasama dengan IAP untuk melaksanakan survei di Kota
Banda Aceh.

Untuk impelementasi Misi keenam dan juga Sasaran keenam
Pemerintah Kota Banda Aceh sudah merealisasikan program-program kegiatan
yang mendukung untuk mewujudkan tercapainya Misi keenam, sebagaimana
tersaji pada tabel 3.34 dan 3.35:

Tabel 3.35
Hasil Pengukuran Indikator Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2020

No Indikator Kinerja Tahun 2020
Target (%) Realisasi(%) Capaian(%)

1. |Cakupan pelayanan air 100 94,03 94
minum

2. | Persentase rumah tinggal 91,81 87,36 95,15
bersanitasi layak

3. | Persentase gampong yang 80,00 83,99 105
terkoneksi drainase dalam
kondisi baik

4. | Persentase pengurangan 54,00 55,89 104
luas genangan

5. | Persentase panjang jalan 68,56 69,62 102

gampong yang terkoneksi
dalam kondisi baik

6. | Persentase Ruang 15,29 13,20 86,33
Terbuka Hijau (RTH)

7. | Rasio bangunan ber-IMB 73,72 74,20 100
per satuan bangunan

8. | Persentase ketaatan 78,57 78,57 100
terhadap RTRW

9. |Jumlah kawasan stategis 0 kawasan 0 kawasan 0
yangtertata sesuaistandar

10. | Persentase bangunan 37,05 59,60 161

publik  yang memiliki
aksesibilitas terhadap
disabilitas

Total Rata-Rata Capaian 94,74

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Banda Aceh
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Tabel 3.36

Hasil Pengukuran Indikator Dinas Perumahan rakyat
dan Kawasan Pemukiman Kota Banda Aceh Tahun 2020

Indikator Kinerja | Tahun 2020
| Target (%) Realisasi(%) Capaian(%)
Cakupan Ketersediaan 99,85 93,88 94,02
Rumah Layak Huni
2. | Persentase Lingkungan 4,5 6.82 151,55
Permukiman Kumuh
3. | Cakupan Lingkungan yang 97,30 95,07 97,70

Sehat dan Aman yang
didukung dengan PSU

4. | Rasio rumah layak huni 22,89 95,07 415,33

Total rata-Rata Capaian 189,65

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banda Aceh

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja
RPJMD pada Tahun 2022 disajikan pada Grafik 3.10:
Grafik 3.10

Realisasi Indek Infrastruktur Kota Layak Huni
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Tabel 3.37
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPIJMD

1. Indeks % 60,90 60,90 - - 63,40
Infastruktur Kota
Layak Huni

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang
mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain
juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.
Adapun faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut:

Faktor Pendorong

1. Peningkatan dalam Program Kerjasama Pembangunan.

2. Kemudahan akses informasi terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup.

3. Perlindungan dan Konservasi terhadap Sumber Daya Alam.

4. Program pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas
umum yang dilaksanakan secara maksimal.

5. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas, sarana, prasarana serta fasilitas
umum yang terus terjaga dengan baik.

6. Rutin melakukan koordinasi antar pihak terkait.

Disamping faktor pendorong yang sudah dijelaskan berkaitan dengan
pencapaian target Indeks Infastruktur Kota Layak Huni, dijumpai pula beberapa
faktor yang masih menjadi penghambat dalam implementasi program kegiatan.
Berikut faktor penghambat yang sudah diidentifikasi beserta strategi apa yang

dapat dilaksanakan untuk mengurangi dampak seperti yang tersaji pada tabel
3.38:
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Tabel 3.38
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 6

No | Faktor Pengahambat Strategi Pemecahan Masalah
1. | Masih rendahnya kinerja | Berkordinasi dengan Dinas
pengelolaan persampahan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
terkait pengelolaan sampah di Kota
Banda Aceh
2. | Program Pengembangan | Meninjau ulang program yang
Perumahan yang tidak terlaksana | perumahan yang akan
dikembangkan untuk menjadikan
Kota Banda Aceh Layak Huni
3. | Masih kurangnya pengendalian | Berkoordinasi dengan OPD terkait
dalam pencemaran dan perusakan | permasalahan Lingkungan
Lingkungan Hidup
4. | Perencanaan Pengembangan Kota | Merencakan ulang tentang
yang masih belum maksimal pembangunan Kota Banda Aceh
untuk mewujudkan Kota Layak Huni
5. | Nilai awal IKU berdasarkan hasil | Untuk perencanaan IKU tahun

survei yang dilaksanakan oleh
pihak ketiga, sehingga untuk
memperoleh capaian IKU sangat
tergantung pada ada atau tidaknya
dilakukan survei oleh pihak ketiga
tersebut

berikutnya setelah RPJM 2017-
2022 untuk disusun ulang sesuain
dengan isu strategis yang ada di
Kota Banda Aceh
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5.1.7 Analisis Kinerja Sasaran 7 : “Pemerataan pembangunan berbasis

gender dan ramah anak”

Sasaran Strategis 7 merupakan salah satu upaya pencapaian misi
ketujuh yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Kota
Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah ” dengan tujuan
“Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”.
Pengukuran capaian kinerja sasaran “Pemerataan Pembangunan Berbasis
Gender dan Ramah Anak” dengan indikator Indeks Pembangunan Gender
(IPG) dan Persentase Indikator Kota Layak anak.

Persentase capain kedua indikator sebesar 114,26% dengan predikat

“Sangat Tinggi” sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.39:

Tabel 3.39
Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2020
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2020 (%) Predikat
s Capaian
Realisasi
1.  Indeks Pembangunan % 96,38 95,46 99,04
2. Persentase Indikator Kota

% 59 76,4 129,49 Tinggi
layak anak yang dipenuhi

Rata-rata Capaian Kinerja 114,26




Seminar penguatan Bimbingan Manajemen Usaha
kelembagaan PUG bagi bagi Perempuan dalam
Aparatur Gampong mengelola usaha

Pendidikan Politik Hukum bagi Pertemuan rutin Balee Inong
Perempuan

Gambar 3.9 Kegiatan Peningkatan Indek Pembangunan gender di Kota Banda Aceh

Perolehan angka realisasi tersebut dari hasil perhitungan Badan
Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2020. Untuk pencapaian kinerja dapat dilihat
pada grafik 3.11:
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Grafik 3.11
Capaian IPG, IPM dan IDG Kota Banda Aceh

Grafik Capaian IPG, IPM dan IDG Kota banda
Aceh

IDG
H PG
u |PM

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa IPG Kota Banda Aceh dari
tahun 2017-2019 mengalami kenaikan diatas nilai IPM. Indeks Pembangunan
Gender (IPG) tahun 2020 terealisasi 95,46% dari target 96,38%, sehingga
capaiannya sebesar 99,04%. Angka realisasi tersebut merupakan angka
realisasi hasil perhitungan Badan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2020.

Nilai IPG dan nilai IPM menunjukkan bahwa tidak terjadi ketimpangan
pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, yang mengarah
kepada terwujudnya kesetaraan gender di Kota Banda Aceh. Namun bila dilihat
secara lebih rinci bahwa terjadi penurunan angka IPG dari tahun 2018 sebesar
95.46% menjadi 95.17% di tahun 2019, hal ini dipengaruhi oleh nilai IPM laki-
laki dan IPM perempuan. Perbandingan nilai IPM laki-laki dan IPM perempuan

tersaji pada tabel 3.40:

Tabel 3.40
IPM dan IPG
Tahun IPM IPM L IPM P IPG
2017 83.95 86.17 82.21 95.40
2018 84.37 86.58 82.65 95.46
2019 85.07 87.49 83.26 95.17
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Nilai IPM Laki-Laki dan IPM Perempuan mengalami peningkatan setiap
tahunnya, selisin kenaikan nilai IPM Perempuan sebesar 0.61 lebih kecil
dibandingkan selisin kenaikan nilai IPM Laki-laki sebesar 0.91, sehingga hasil
dari perbandingan IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki juga menurun.
Penurunan nilai IPG di Kota Banda Aceh masih berada diatas nilai Propinsi
Aceh dan Nasional. Perbandingan nilai IPG tingkat nasional dan Provinsi Aceh
tersaji pada tabel 3.41:

Tabel 3.41
Perbandingan Nilai IPG Tingkat Nasional Tahun 2017-2019
‘ IPG 2017 2018 2019
Nasional 90,96 90,99 91,07
Prov. Aceh 91,67 91,67 91,84
Kota Banda 95,40 95,46 95,17

Aceh
Indikator pendukung Pengarus Utamaan Gender (PUG) lainnya adalah
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Untuk Kota Banda Aceh, indeksnya jauh

di bawah indeks IPG dan IPM. Walaupun demikian IDG mengalami kenaikan
yang cukup besar dari 55,82% pada tahun 2018 menjadi 63.3% di tahun 2019.

Nilai IDG beserta komponen pendukung tersaji pada tabel 3.42:

Tabel 3.42
Komponen Pendukung Nilai IDG Tahun 2017-2019

Keterlibatan Perempuan Sumbangan
Perempuan di sebagai Tenaga Pendapatan
Parlemen Profesional Perempuan

2017 51.48 3.33 46.71 27.90

2018 55.82 6.67 49.66 27.95

2019 63.30 13.33 49.66 27.95

Berdasarkan tiga komponen pendukung IDG, komponen Keterlibatan
Perempuan di Parlemen yang menunjukkan peningkatan yang cukup besar

dimana jumlah anggota legislatif perempuan bertambah pada Pemilu Legislatif

95
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tahun 2019 menjadi 4 orang dari 30 anggota legislatif Kota Banda Aceh sebesar
13.33%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan DP3AP2KB di tahun 2020

dalam mendukung pencapaian PUG (IPG dan IDG):

a.

b.

Kegiatan Workshop kegiatan Peningkatan kapasitas PUG bagi internal.
Seminar Kegiatan Sosialisasi PUG Bagi Kelompok Kerja (POKJA) PUG.

Seminar penguatan kelembagaan PUG bagi Aparatur Gampong

. Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola usaha

Pendidikan Politik Hukum bagi Perempuan

Pertemuan rutin Balee Inong

Persentase Indikator Kota layak anak yang dipenuhi

Pembentukan Pengurus Forum Anak

Pembentukan Pengurus Gampong Suka Damai, Gampong Blang Cut,
Gampong Panteriek, Gampong Bathoh,
Forum Anak Kota Banda Aceh Gampong Lamdhom, Gampong Cot Mesjid

dan Forum Anak Gamnona | uena Bata
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Seminar penguatan kelembagaan

PUG bagi Aparatur Gampong Seminar penguatan kelembagaan

PUG bagi Aparatur Gampong
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Seminar penguatan Seminar penguatan
kelembagaan PUG bagi kelembagaan PUG bagi
Aparatur Gampong Aparatur Gampong

Gambar 3.10 Kegiatan Peningkatan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh
Nilai indikator Kota Layak Anak Kota Banda Aceh tahun 2020 masih

mencantumkan nilai indikator Kota Layak Anak tahun 2019 sebesar (76,4%)
dengan Kategori Madya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tidak melakukan
evaluasi Kota Layak Anak karena kondisi Pandemi Covid-19.

Sehingga pelaksanaan kegiatan Kota Layak Anak diarahkan untuk
mendukung kegiatan Isin dslsm rangka memperkuat kelembagaan gugus tugas
kota layak anak, kelembagaan gampong ramah anak, peningkatan partisipasi
forum anak serta peningkatan kualitas layanan serta sarana prasarana layak

anak.

Beberapa tahapan capaian yang dari pelaksanaan kegiatan Kota Layak
Anak Tahun 2020:
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1. Adanya rekomendasi mengenai program/kebijakan yang lebih strategis
dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA) di lembaga
pendidikan;

2. Adanya penetapan Fasilitator dan terbentuknya Pengurus Forum Anak Kota
Banda Aceh dengan Keputusan Walikota Nomor 609 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Forum Anak Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022;

3. Terbentuknya kepengurusan Forum Anak di 7 (tujuh) Gampong, yaitu:
Forum Anak Gampong Suka Damai, Forum Anak Gampong Blang Cut,
Forum Anak Gampong Panteriek, Forum Anak Gampong Batoh, Forum
Anak Gampong Lamdom, Forum Anak Gampong Cot Mesjid dan Forum
Anak Gampong Lueng Bata,;

4. Tersosialisasi dan terbentuknya gugus tugas Gampong Layak Anak di
gampong Suka Damai, Gampong Blang Cut, Gampong Panteriek, Gampong
Batoh, gampong Lamdom, Gampong Cot Mesjid, Gampong Lueng Bata
dalam wilayah kecamatan Lueng Bata kota Banda Aceh;

5. Pemetaan capaian indikator pelayanan Ramah Anak di 11 Puskesmas;

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh menjadi salah satu
rujukan dan tempat tujuan studi banding kabupaten kota yang ada di
Provinsi Aceh untuk pengembangan kota layak anak;

7. Keterwakilan Forum Anak Kota Banda Aceh telah menjadi salah satu stake
holder yang dilibatkan dalam proses pembangunan;

8. Tersusunnya Buku Profil Anak Kota Banda Aceh sebagai basis data
pemenuhan dan perlindungan anak di Kota Banda Aceh; dan

9. Menjadi mitra Lembaga Eksekutif (DPRK) Kota Banda Aceh dalam
penyusunan Qanun Kota Layak Anak dan Qanun Ketahanan Keluarga.

Beberapa rangkaian kegiatan Kota Layak Anak tahun 2020 vyaitu
sebagai berikut :

1. Kegiatan Workshop Konvensi Hak Anak

2. Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Forum Anak
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- Penetapan Fasilitator Anak

- Pembentukan Pengurus Forum Anak Kota Banda Aceh

- Pembentukan Pengurus Forum Anak Gampong Suka Damai, Gampong
Blang Cut, Gampong Panteriek, Gampong Bathoh, Gampong Lamdhom,
Gampong Cot Mesjid dan Forum Anak Gampong Lueng Bata

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Puskesmas Ramah Anak

Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak

Kegiatan Pembentukan Gampong Layak Anak

o 0 bk~ w

Kegiatan Penyusunan Buku Profil Anak

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja
RPJMD pada tahun 2022 tersaji pada Tabel 3.43:

Tabel 3.43
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPIJMD

1. Indeks % 95,66 95,40 95,46 95,46 97,10
Pembangunan
Gender (IPG)

2. Persentase % 53 64 76,4 76,4 65

Indikator Kota layak
anak yang dipenuhi

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang
mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain
juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini.

Adapun faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut:

Faktor Pendorong

1. Pembangunan fasiltas atau tempat yang mendukung pemerataan

pembangunan berbasis gender dan ramah anak.

2. Penetapan berbagai fasilitas umum sebagai tempat ramah anak.
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3. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pembangunan berbasis gender
dan ramah anak.

Disamping faktor pendorong yang sudah dijelaskan berkaitan dengan
pencapaian target Indeks Infastruktur Kota Layak Huni, dijumpai pula beberapa
faktor yang masih menjadi penghambat dalam implementasi program kegiatan.
Berikut faktor penghambat yang sudah diidentifikasi beserta strategi apa yang
dapat dilaksanakan untuk mengurangi dampak seperti yang tersaji pada Tabel
3.44:

Tabel 3.44

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 7

No | Faktor Pengahambat Strategi Pemecahan Masalah
1. | Beberapa kegiatan yang telah | Melaksanakan kegiatan yang
direncanakan untuk percepatan | tertunda selama masa pandemi
KLA tidak dapat dilaksanakan | Covid-19 agar terwujudnya Kota
karena Pandemi Covid-19, | Layak Anak di Kota Banda Aceh
khususnya rasionalisasi anggaran

kegiatan lapangan yang
melibatkan/menghadirkan banyak
orang.
2. | Pergantian pejabat | Pejabat yang baru diwajibkan

penanggungjawab indikator KLA di | berkoordinasi dengan pejabat lama
SKPD terkait menyebabkan | agar tidak terputusnyan informasi

terputusnya informasi yang | tecapain indikator KLA.
mempengaruhi capaian indikator
KLA.

3. | Masih  kurangnya peningkatan | Membuat program strategis untuk
kualitas hidup dan perlindungan | meningkatkan kualitas perlindungan
perempuan perempuan

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang diuraikan pada subbab ini terdiri dari

anggaran yang diperuntukan dalam pencapaian sasaran strategis dan realisasi

anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Banda Aceh Tahun 2020.
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Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan

persentase penyerapan anggaran tersaji pada Tabel 3.45:

Tabel 3.45

Realisasi Anggaran Tahun 2020

TAHUN 2020

Rata-Rata

CAPAIAN REALISASI
KINERJA ANGGARAN ST

SASARAN INDIKATOR

SASARAN  TARGET REALISASI| %

STRATEGIS

ASARAN

yang Dipenuhi

. [Meningkatnya Indek Kota
kesadaran Syariah Kota
masyarakat dalam | Banda Aceh 75% 75,22% [100,29%| 100,29% | 70,77% | Efisien
penerapan syariat
Islam
. |Terpenuhinya Persentase
Standar Nasional | Indikator SNP
Pendidikan (SNP)| Yang telah 75% 92,72% |(123,64%) 123,64% | 93,09% Efisien
. dipenuhi
pada setiap
L . Sekolah
jenjang pendidikan
. |Peningkatan Angka 18.442 45.323
kesejahteraan Kemiskinan jiwa jiwa 40,69%
masyarakat Tingkat
Pengangguran | 685% | 9,54% 168,65%| 156,03% | 72,95% | Efisien
Terbuka ! ’
Persentase
Peningkatan 25% 195 780%
Nilai Investasi
. |Meningkatnya Persentasen Kurang
Indeks Keluarga | Indikator Kota 0.7% 0 0 9 u
Sehat Sehat yang 7% 0,49 70% 70% 81,19% Efisien
terpenuhi
. |Terwujudnya Kota | Indek Kepuasan
Masyarakat
Banda Aceh (KW 80% 8549 [108,11% 108,11% | 81,19% | Efisien
sebagai Kota
Ramah Birokrasi
. |Peningkatan Indeks
sarana dan Insfrastruktur
Kota Layak Kuran
prasarana yang L ) . . . urang
mendukung Huni 62,40% 0 0% 0% 91,20A) Efisien
pencapaian Kota
Layak Huni
. |Pemerataan Indek
pembangunan Pembagunan 96,38% 95,46 |99,04%
berbasis gender | Gender (IPG)
dan ramah anak | persentase 114,26% 93,73% Efisien
Indikator Kota
Layak Anak 59 76,4 129,49
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1) Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2020 sebelum
perubahan sebesar Rp. 1,415,527,882,212,- dan setelah perubahan
berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran
2020 sebesar Rp. 1,303,472,173,205,- dimana terdapat selisih sebesar
Rp. 112,055,709,007,- atau pengurangan sebesar 7,92%., dengan rincian
shb :

% Pendapatan daerah sebelum perubahan Rp. 1,415,527,882,212,-
setelah perubahan sebesar Rp. 1,303,472,173,205,- dimana terdapat
selisin sebesar Rp. 112,055,709,007,- atau pengurangan sebesar
7,92%.

Belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 1,417,727,882,212,-

setelah perubahan sebesar Rp. 1,371,173,195,544,- dimana terdapat

selisin sebesar Rp. 46,554,686,668,- atau pengurangan sebesar

3,28%.

% Pembiayaan daerah
- Penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar

Rp. 10,000,000,000,- setelah  perubahan sebesar Rp.
72,354,595,399,- dimana bertambah sebesar Rp. 62,354,595,399,-

- Pengeluaran pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar
Rp. 7.800.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 4.653.573.060,-
Sehingga jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp.
3,146,426,940,-.

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pengelolaan pendapatan daerah Kota Banda Aceh diarahkan pada

sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan
kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang

baru.
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Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku

dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pengelompokkan tersebut adalah sebagai

berikut :

1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Zakat dan Lain-lain

PAD yang sah.

. Dana perimbangan, meliputi : Dana bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi : Pendapatan Hibah, Bagi

hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana penyesuaian
dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah
lainnya dan pendapatan sah lainnya.

Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan upaya dan langkah-langkah

dalam mencapai target pendapatan, sebagai berikut :

a. Melakukan perhitungan, pemetaan dan penggalian potensi PAD serta

meningkatkan koordinasi serta mengurangi resiko kebocoran dalam
pemungutan PAD.

. Menyempurnakan tarif pajak dan retribusi melalui ganun (intensifikasi)

terhadap objek pajak dan retribusi.

. Sosialisasi kesadaran membayar pajak kepada wajib pajak.
. Optimalisasi penagihan dan pemungutan pajak dan retribusi.

. Peningkatan penegakan hukum (law enforcement) terhadap wajib pjak dan

wajib retribusi.
Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai kontra prestasi/
belanja jasa dari pembayaran retribusi masyarakat kepada pemerintah.

. Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, dengan

meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar OPD penghasil dan evaluasi
pendapatan asli daerah secara rutin.
Pendapatan daerah tahun 2020 sebelum perubahan sebesar

Rp. 1,415,527,882,212,- atau naik sebesar 0,94 persen dari tahun 2019.
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Rp.

1.303.472.173.205,- dimana terdapat selisih sebesar 112.055.709.007,- atau

turun 7,92%. Berikut rincian pendapatan daerah Kota Banda Aceh tahun 2020

tersaji pada Tabel 3.46:

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah
Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah

Hasil
Pengelolaankekayaandaer
ah yang dipisahkan

Zakat
Lain-lain PAD yang sah
Dana Perimbangan

Bagi Hasil Pajak/ Bukan
Pajak

DanaAlokasiUmum
Dana Alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah

Pendapatan Hibah

Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya

Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya

Pendapatan yang sah
lainnya

Tabel 3.46
Tabel Rincian Pendapatan Daerah Tahun 2020

309.702.495.330
86.639.866.452
36.656.961.052
8.000.000.000

22.349.130.000
156.056.537.826
791.127.869.000
32.290.635.000

612.486.658.000
146.350.576.000
314.697.517.882

23.265.800.000
37.865.470.756

109.600.088.000

138.966.159.126

5.000.000.000

SebelumPerubahan SetelahPerubahan
1.415.527.882.212 1.303.472.173.205 (112.055.709.007)| (7,92)

254.081.184.909

86.639.866.452

36.806.961.052
8.000.000.000

22.349.130.000
100.285.227.405
714.874.122.000
36.280.136.000

551.564.266.000
127.029.720.000
334.516.866.296

37.354.850.000
37.354.850.000

117.122.012.000

137.174.533.540

5.000.000.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2020

Rp %

(55.621.310.421) (17,96)

) 0,00
150.000.000 0,41
) 0,00
) 0,00
(55.771.310.421) (35,74)
(76.253.747.000)  (9,64)
3.989.501.000 12,35
(60.922.392.000)  (9,95)
(19.320.856.000) (13,20)
19.819.348.414 6,30
14.089.050.000 60,56
) 0,00
7.521.924.000 6,86
(1.791.625.586)  (1,29)
- 0,00
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¢

Dari tabel di atas terlihat rincian pendapatan daerah setelah perubahan
pada tahun 2020 proporsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah
sebesar 17,96%. Kontribusi terbesar pendapatan daerah berasal dari dana
perimbangan sebesar Rp. 714.874.122.000,- atau 55% lalu diikuti oleh lain-lain
pendapatan yang sah sebesar Rp. 334.516.866.296,- atau 26%.

b. Pengelolaan Belanja Daerah
Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk

kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja daerah tetap mengedepankan

efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis
daerah. Belanja daerah dikelompokan dalam 2 kelompok , yaitu : belanja tidak
langsung dan belanja langsung.

1) Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja
Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga.

2) Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan
Belanja Modal.

Pada tahun 2020 Belanja Daerah Kota Banda Aceh setelah perubahan
sebesar Rp. 1.371.173.195.544,- dimana proporsi belanja tidak langsung
sebesar Rp. 584.747.343.919,- atau 45% lebih besar dari proporsi belanja
langsung sebesar Rp. 786.425.851.625,- atau 60,33%, namun secara berkala
Pemerintah Kota Banda Aceh terus berusaha meningkatkan anggaran belanja
publik yang langsung menyentuh kebutuhan masayarakat Kota Banda Aceh.
Berikut rincian belanja daerah Kota Banda Aceh tahun 2020 setelah perubahan
tersaji pada Tabel 3.47:

Tabel 3.47
Tabel Rincian Belanja Daerah Tahun 2020

Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan Rp %
BELANJA DAERAH 1.417.727.882.212  1.371.173.195.544 (46.554.686.668) (3,28)
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Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

572.555.354.804
421.321.277.168

584.747.343.919
418.037.486.423

12.191.989.115
(3.283.790.745)
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2,13
(0,78)

3.400.000.000 3.911.000.000 511.000.000 15,03

9.073.214.000 17.864.865.000  8.791.651.000 96,90
Belanja Bantuan Sosial  3-268.000.000 5.033.045.000  1.765.045.000 54,01

Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Keuangan 125.812.085.710
Kepada Provinsi/

Kabupaten/ Kota dan

Pemerintahan Desa

Belanja Bunga

Belanja Hibah

124.839.455.710  (972.630.000)  (0,77)

1.000.000.000 6.380.713.860 5.380.713.860 538,07

Belanja Tidak Terduga

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

845.172.527.408
127.094.437.637
493.814.662.498
224.263.427.273

786.425.851.625
128.316.323.131
434.146.260.709
223.963.267.785

(58.746.675.783) (6,95)

1.221.885.494

0,96

(59.668.401.789) (12,08)

Belanja Modal (300.159.488) (0,13)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2020

C. Kondisi Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah tahun 2020 sebelum perubahan sebesar

Rp. 2.200.000.000 dan setelah perubahan sebesar Rp. 67.701.022.339,- atau

bertambah 15,84 persen. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Banda Aceh

setelah perubahan sebesar Rp. 72.354.595.399,- Sedangkan Pengeluaran
tahun 2020
4.653.573.060,-. Berikut rincian pembiayan daerah tahun 2020 tersaji pada
Tabel 3.48:

Pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp.

Tabel 3.48
Tabel Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2020

Sebelum Setelah %

Perubahan Perubahan
2.200.000.000 67.701.022.339 65.501.022.339 2.977,32

Rp

PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan 10.000.000.000 12.354.595.399 2.354.595.399 23,54

Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya
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Penyertaan Modal (investasi) 5.000.000.000  1.853.573.060 3.146.426.940 63

Pemerintah Daerah

2.800.000.000 2.800.000.000 =
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2020

Pembayaran Pokok Utang 0,00

d. Ringkasan Realisasi APBK TA. 2020
Pada tahun 2020 jumlah realisasi belanja daerah mencapai 91,26%

Rp. 1.251.360.137.222,23,-
Rp. 1.371.173.195.544,00 setelah perubahan. Berikut rincian realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota (APBK) Banda Aceh Tahun 2020 setelah

atau sebesar dari jumlah belanja daerah

perubahan tersaji pada Tabel 3.49:

Tabel 3.49
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2020

PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan

Zakat
Lain-lain PAD yang sah
Dana Perimbangan

Bagi Hasil Pajak/ Bukan
Pajak

Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah

Pendapatan Hibah

Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya

Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya

Pendapatan yang sah

254.081.184.909,00
86.639.866.452,00
36.806.961.052,00
8.000.000.000,00

22.349.130.000,00
100.285.227.405,00
714.874.122.000,00
36.280.136.000,00

551.564.266.000,00
127.029.720.000,00
334.516.866.296,00

37.354.850.000,00
37.865.470.756,00

117.122.012.000,00

137.174.533.540,00

5.000.000.000,00

1.303.472.173.205,00 1.228.456.260.877,79

198.588.004.554,79
73.436.844.685,63
17.734.153.284,00
5.999.134.330,00

14.310.065.506,00
87.107.806.749,16
707.249.784.790,00
37.035.613.531,00

547.629.398.000,00
122.584.773.259,00
322.618.471.533,00

36.672.700.000,00
39.183.527.017,00

117.122.012.000,00

129.640.232.516,00

75.015.912.327,21 94,24
55.493.180.354,21 78,16
13.203.021.766,37 84,76
19.072.807.768,00 48,18
2.000.865.670,00 74,99

8.039.064.494,00 64,03
13.177.420.655,84 86,86
7.624.337.210,00 98,93
(755.477.531,00) 102,08

3.934.868.000,00 99,29
4.444.946.741,00 96,50
11.898.394.763,00 96,44

682.150.000,00 98,17
(1.318.056.261,00) 103,48

- 100,00

7.534.301.024,00 94,51

5.000.000.000,00 -




lainnya

BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Bunga

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan

Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan /Desa

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan
Daerah

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya

Penerimaan Piutang
Daerah

Pengeluaran Pembiayaan
Daerah

Penyertaan Modal
(investasi) Pemerintah
Daerah

Pembayaran Pokok Utang

584.747.343.919,00
418.037.486.423,00
3.911.000.000,00
17.864.865.000,00
5.033.045.000,00
8.680.777.926,00

124.839.455.710,00

786.425.851.625,00

128.316.323.131,00
434.146.260.709,00
223.963.267.785,00
67.701.022.339,00
72.354.595.399,00

12.354.595.399,00

60.000.000.000,00

4.653.573.060,00

1.853.573.060

2.800.000.000,00
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1.371.173.195.544,00 1.251.360.137.222,23 119.813.058.321,77 91,26

587.637.703.630,55 (2.890.359.711,55) 100,49
436.228.266.834,00(18.190.780.411,00) 104,35

2.541.992.606,55
13.452.226.771,00
4.844.367.000,00
1.022.748.954,00

124.839.455.707,00

4.412.638.229,00

1.369.007.393,45 65,00
75,30
96,25

11,78

188.678.000,00
7.658.028.972,00

3,00 100,00

663.722.433.591,68 122.703.418.033,32 84,40

111.963.744.736,22
358.708.599.385,67
193.050.089.469,79

16.352.578.394,78 87,26
75.437.661.323,33 82,62
30.913.178.315,21 86,20

32.699.603.370,04 | 35.001.418.968,96 48,30
36.499.603.370,04 35.854.992.028,96 50,45

12.354.595.399,04

24.145.007.971,00

3.800.000.000,00

1.000.000.000,00

2.800.000.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2020
*)Realisasi Anggaran Sementara sebelum audit

(0,04) 100,00

35.854.992.029,00 40,24

853.573.060,00 | 81,66
853.573.060,00 53,95
- 100,00
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4.2 Rencana Tindak Lanjut
Selanjutnya Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan dimasa akan
datang antara lain yaitu :

1. Melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah
selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direflikasi ke berbagai daerah;

2. Memberi dukungan pada program-program pembangunan yang dilakukan
langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi dan institusi
pendidikan/riset serta dunia usaha;

3. Menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan yang
sudah baik namun belum bisa dilaksanakan karena mengalami hambatan;

4. Melakukan penyusunan program-program baru bersifat terobosan baru
sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu
segera dilaksanakan bersama dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat. -

Banda Aceh, Maret 2021 M
Sya’ban 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH j
r—_i l —

3 g

t H. AMINUILAH USMAN, SE.Ak, MM




PENGHARGAAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda Aceh Tahun 2020 telah
menorehkan prestasi yang membanggakan. Sinergi dan kolaborasi Bersama
akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah lainnya serta media telah mewujudkan Pemerintah Daerah Kota Banda
Aceh dianugerahi berbagai penghargaan. Berbagai prestasi dan penghargaan
telah ditorehkan dalam berbagai bidang pembangunan dan memperoleh
pengakuan baik pada level nasional maupun internasional. Adapun
penghargaan dan prestasi yang telah dicapai pada periode tahun 2020 tersaji

pada tabel di bawah ini:

1  Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Komisi Penyiaran
tahun 2020 kategori “Kepala daerah Inspirasi Indonesia (KPI)
Penyiaran”

2  Pengahrgaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia Menteri Hukum dan
(HAM) HAM RI Yasonna H

Laoly

3  Kota Sangat Inovatif (Innovative government Kementrian Dalam

Award (IGA) 2020 Negeri

4  Penganugerahan BAZNAS AWARD 2020 Badan Amil  Zakat
kategori Baitul Mal sebagai lembaga Program Nasional (BAZNAS)
Pendayagunan ZIS Terbaik

5 Penganugerahan BAZNAS AWARD 2020 Badan Amil Zakat
kategori Kepala Daerah  Pendukung Nasional (BAZNAS)
Kebangkitan Zakat

6 Juara 2 INOVASI PENYIAPAN NEW Kementrian Dalam
NORMA TINGKAT NASIONAL Negeri

7 3 Finalis Program One Planet City Challenge World  Wildlife  Fun
(OPCC) (WWF) Indonesia

8 | Penghargaan Atas Kerjasama di Bidang Kementeri Hukum dan
RANHAM dalama rangka Pelaksanaan HAM RI
Pelaporan Capaian Implementasi Aksi HAM
dan Kerjasama di Bidang Hukum dan HAM

9 Pengargaan WTP (yang ke-12) BPK RI



10

11

12

13
14

15
16

17

18

19

20

21

22

Bank Indonesia (Bl) Aceh Award 2020
Kategori Stakeholder Mitra Terbaik

Nilai Tertinggi Se Aceh (77 Persen)
Pencapaian Program Pencegahan Korupsi
Terintegrasi

Penghargaan Khusus Plakat WTP !l Kali
Berturut - turut

The Best Visionary Leader Tingkat Nasional

Penghargaan Kepala Daerah Pelopor RSUD
Syariah

IPM Terbaik ke-2 Nasional

Banda Aceh Juara Umum Musabagah tunas
Ramadhan (MTR) XIX Gerakan Pramuka
Kwartir Daerah (Kwarda) Aceh 2020

Disdukcapil Sebagai OPD Pelayanan Publik
Terbaik

Group Zikir Al-Furgan Juara 1l Zikir Maulid
Se-Aceh 1442H/2020M

Terbaik | Peyusunan RKPK Tahun 2020
tingkat Aceh (Meraih Anugerah A. Madijid
Ibrahim (AMI) — VI)

Penghargaan SPIP Level 3 dan
Penghargaan APIP Level 3

Pengargaan dalam Menyukseskan
HARGANAS Ke 27 tahun 2020 dan
Pencapaian Pelayanan KB Sejuta Akseptor

Pelayanan Posyandu Kemuning Gampong
Merduati Era Adaptasi Kebiasaan baru (New
Normal) se-Provinsi Aceh

Bank Indonesia

KPK RI

Kementrian Keuangan

Sindo Media

Majelis Upayah
Kesehatan Islam
Seluruh Indonesia
(MUKISI)

BPS

Ombudsman RI

Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh

BPKP Aceh

BKKBN Aceh

Pemerintah Aceh



Penghargaan IGA dari
Mendagri

Penghargaan dari WWF

tingkat internasional

ATTIRRINT LITTITEE Y
K 1] Il *’l‘

— .v‘&\: <\
Penghargaan Kementrian

Keuangan RI

Penghargaan ANRI Apresiasi
Program Rumah Arsip Prestasi

Kota banda Aceh




Kemenkumham Rl serahkan
Penghargaan Banda Aceh
Kota Terbaik Peduli HAM

Walikota Banda Aceh Raih
Anuggrah KPI 2020 Terbaik

Se-Indonesia 8 : }.,,, o
. IR KREATIVITA
P S A

v
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Group Zikir Al-Furgan
Juara 1l Zikir Maulid Se-
Aceh 1442H/2020M

Fenghargaan Kepada
Eanda Aceh sebgai

stackholder Mitra Terbaik
Bl 2020




WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR {78 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA BANDA ACEH,

~ Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja  Instansi Pemerintah dan  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun
dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai
berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam
‘- huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan
Walikota;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; f



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran
2020;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 yang
selanjutnya disebut "Tim Penyusun LAKIP Tahun 2019”7, dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

Tim Penyusun LAKIP Tahun 2019 mempunyai tugas sebagai berikut

a. memfasilitasi penyusunan LAKIP OPD di lingkungan Pemerintah
Kota Banda Aceh;

b. memfasilitasi pertemuan/rapat dalam rangka penyusunan LAKIP

Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2019;

menyusun LAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2019; dan

melakukan konsultasi dengan OPD untuk kesempurnaan

penyusunan LAKIP Kota Banda Aceh Tahun 2019.

o

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun LAKIP Tahun 2019
bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda
Aceh Tahun Anggaran 2020 dalam anggaran Kkegiatan Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku
surut sejak tanggal 2 Januari 2020, apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal _\E W™nrek 2020 M

2% Tasal 1441 H

WAL TA BANDA ACEH,

AMIN u LLAH[US MAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR . \T®

TAHUN 2020

TANGGAL ¥ Mactk 2020 M

23 Tasae 1441 H

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2019

NO

JABATAN

JABATAN DALAM

TIM
1. | Walikota Banda Aceh Pengarah I
2. | Wakil Walikota Banda Aceh Pengarah II
3. | Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Ketua
4. | Asisten Administrasi Umum Kota Banda Aceh Sekretaris
5. | Kabag Organisasi Setda Kota Banda Aceh Anggota
6. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Angpota
Rakyat Setda Kota Banda Aceh
7 Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kota Anggota
Banda Aceh
Inspektur pada Inspektorat Kota Banda Aceh Anggota
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh Anggota
10. | Kabid Anggaran pada BPKK Kota Banda Aceh Anggota
11. | Kabid Penelitian pada Bappeda Kota Banda Aceh Anggota
12, glasr?g:txé‘eiembantu Wilayah III pada Inspektorat Kota Afigota
13. Kasubbag. .Tatg Laksana dan Pelayanan Publik pada Angpota
Bag.Organisasi Setda Kota Banda Aceh
14. Esigtsc;;bﬁi%é Iéiﬁ?;i%iin dan Anjab pada Bag.Organisasi Anggota
15. gasgbbag. Kepege}wajan Dan Reformasi Birokrasi pada Anggota
agian Organisasi Setda Kota Banda Aceh
16. Eg(?;;t:?gg??agr;ﬁz;Kegasama dan Informasi pada ARG
1, | $1ceat Do Mmoo Gl g Bslont | g
18. 3 (tiga) Orang Fungsional Umum Golongan II pada Anpota

Bagian Organisasi Setda Kota B. Aceh

IWALI A BANDA ACEH,

P

. 3
el 2 s
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f AMINULLAH USMAN




